
1

I

I

I BUPATI TAPIN
PROVIN$I KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR rff,73 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI TAPIN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasai 19
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 0S Tahun
2423 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjaharan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024;

1. Undang-Undang Nomor I ?ahqn 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Taaah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
?abalong dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
27561;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OS3 tentang
Keuangan Negara {I-embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2CI2} tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus.Disease 2019 (Covid-19) danlatau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional
danlatau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 134, Tarnbahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6516);
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaa-n Negara (l"embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nornor 5,
Tambahan Lembarar"r Negara Republik
Indcnesia Nomor 4355), sebagaimana telah
diubah dengan Unciang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang*Undang Nomor
1 Tahun 2A2A tentang Kebijakan Ker.rangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona trrirus .Drtsease
2Al9 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Ferekonomian Nasional dan/atau Statrilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Nega:a Repuhlik lndonesia Tahun
2O2O Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 5516i;

4. Undang-Und.ang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasionai
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tamtrahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa2lj;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diuirah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan: Pernerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2422 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2*14 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran X{egara
Republik Indonesia Tahun ZAV Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56CI1), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Unclang Nomor 6 Tahun 2423 tentang
Fenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2422 tentang
Cipta Keq1'a menj adi Und ang-Llnd ang (i,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Repuhrlik
Indonesia Nomor 6856);



7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2422 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5757);

Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 214,
Tarnbahan Lembaran Negara Reputrlik
Indonesia Nomor a02B);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahurr 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Namor 4502),
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nornor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum {Lembaran Negara
Repr-rblik lndnnesia Tahun ZAn Nomor 17 L,
'i'ambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 53a0i;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan tr)aerah
(Lembaran Negara Repuhrlik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576j, sebagaimana
teiah diuLrah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerir:rtah Nomor 56 Tahun. 2005
tentang Sistem informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Repubtrik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia I{ornor 5155};

Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006
tentang PeLaporan Keuangan dan Kineqa
Instansi Pemerintah (Lemtlaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan l,embaran Negara Repukrlik
Indonesia Nomor a6la\;

Peraturan Pernerintah Nornor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(LemLraran Negara Repubiik indonesia Tahun
2OA7 Nomor 83, Ta.mbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a738);

I

i

l

l

I

J

i

I



-4-

13. Peraturan Pemerintah Nomor: 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nornor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tal:un 2012
tentang Hibah Daerah ilembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2A12 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Repul:lik
indonesia Nomor 52V2);

15. Feraturan Pemerintah Nomcr 27 'lanu* 2*i4
tentang Pengelciaan Barang l,fiiik
NegaralDaerah ilembaran Negara Reprihrlik
lndanesia Tahun 2*14 Nomor 92, Tamt:ahat:
Lembaran Negara Repul:lik Indorresia N*ttcr
5533), sebagaimana telah diubah dengan
Feraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2A
tentang Peruhrahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Miiik Negara/Daerah {Lembaran Negara
Republik ln<lonesia Tahun 202CI Nornor 142,
TamLrahan l-embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AL6 Nomor 114,
Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah
diutrah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 72
Tahun 2A79 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lernbaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
6aa2l;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2AL7
tentang Hak l(euangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota l)ewan Penvakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AL7 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara RepuLrlik Indonesia Nomor
6A57\;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2fr17
tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lernbaran
Negara Republik indonesia Tahun 2017 Nomor
305, Tambahan Lernbaran Negara Republik
indonesia Nornor 617 3l;
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19. Peraturan Pemerintah Nomerr 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal {Lembaran
Negara Repubrlik Indonesia Tahun 2018 Nomor
2, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

20. Feraturan Pemerintah Nomnr 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuanga.n Daerah
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2019 Nornor 42, Tambahan Lembaran lt[egara
Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peratr.:ran Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Fenyelenggaraan
Femerintah Daerah ileml:aran Negara Repukrlik
Indonesia Tahun 2A19 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
6323);

22. Peraturar Pemerintah Nornor 63 Tahun 2419
tentang lnvestasi Pemerintah Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
RepuLrlik Indonesia Nomor 6385);

23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangu-nall Jangka
Menengah Nasional Tahun 2A2A-2024
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2*2A Nomor 10);

24. Peraturan Menteri Datram Negeri Nomor 16
Tahun 2}fr7 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Beianja
Daerakr sebagaimana telah diubah clengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011
tentang Tata Cara Evaiuasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Can
Ran.cangan Peraturan. Kepaia Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Penclapatan dan Belanja
Daerah {Berita Negar:a Repub}ik Ind.onesia
Tahun 201i Nomor 525);
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Peraturan Menteri Dalarn Negeri Ncmor 52
Tahun 2AL2 tentang Pedoman Pengeioiaan
investasi Pemerintah Daerah {Berita Negara
Republik indonesia Tahun 2012 Nomor 75a\;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2Afi tentang PengeiomPokan
I{ernampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjar'vaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2A17 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 36
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitr.lngan)
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Pen-vaiuran, dan Laporan
Pertanggungiarvaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 630),
sebagaimana telah diubah dengan Perattiran
Menteri Dalam Negeri Nomcr 78 Tahun 2A2*
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam l'legeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penghitungari, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Tertib Administrasi Pengajr-lan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjalvaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik {Berita Negara
Republik indonesia Tahun 2A2A Nomor L777\;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangllnan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2019 Nomor rua7\;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2A2A tentang Pedornan Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2AZA Nomor 178i);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15

Tahun 2023 tentang Pedoman PenYusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2A24 iBerita Negara Republik
Indonesia Tahun 2A23 Nomor 7991;
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31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Keqa Perangkat Daerah Ka'bupaten
Tapin {Lembaran Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2015 tentang Peruhrahan Keempat Atas
Feraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008 tentang Pernbentukan Organisasi
clan Tata Kerja Perangkat Daerah l{abupaten
Tapin {Lembaran Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2015 Nomor 09);

32. Feraturan Daerah KaLrupaten Tapin Nomor 01
Tahun 2A12 tentang Pembentukan Organisasi
cian Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tapin {Lembaran f)aerah
Kabupaten Tapin Tahun 2Al2 Nomor 01);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kahrupaten Tapin
Tahun 2005-2025 {l,embaran Daerah
Katrupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);

3+. Peraturan Daerah Kabripaten Tapin Nclmor 09
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
$usunan Perangkat llaerah Kabupaten Tapin
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2Ai.6 Nomor 09i, sebagaimana teiah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nornor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan l)aerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016 tentang Pemhentukan dan
Susunan Perangkat Daer:ah i{abupaten Tapin
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun
zAW Nomor 10);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun ZALT tentang Pelaksanaan Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rak3''at Daerah
Katlupaten Tapin ilxmbaran Daeratr Kabupaten
Tapin Tahun ZALT Nomor 09, Tami:ahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01i;
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36. Pera,turan Daerah Kabupaten Tapin Nornor 05
Tahr-rn 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah {Lernbaran Daerah Kabupa.ten Tapin
Tahun 2A22 Nomor 05);

37. Peraturan ilaerah Kabupaten Tapin Nomor 05
"Iahun 2023 tsntang Anpgaran Pendapatan clan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2*24
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2023 Nomor 05);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024.

BAE I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud clengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pernerintah Daerah aclalah Kepaia Daerah sebagai unsur

penyelenggara pernerintahan Daerah ),arrg memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kew-enangan
Daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Eupati adalah Bupati
Tapin.

4. Peraturan Bupati adaiah Peraturan Bupati Tapin.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rerrcana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6" Pendapatan Daerah adaiah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan Lrersih dalarn periode tahun
anggaran yang bersangkutan.

7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakr-ri
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan.

8. Penerimaan Daerah adalah uang J-ang masuk ke kas Daerah-
9. Pembia3zaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun a"nggaran trerkenaan yang bersangkutan maupun
pada tahun-tal'mn anggaran berikutnya.

10. Dokumen Petaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat lfaerah
yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen _yang
rnemuat pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
atau dokrtmen yang memuat pendapatan, belanja, dan
pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan
fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

llll

ilil
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BAB II
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAtrRAH

Pasal 2

{i} Dengan Peraturan Bupali ini, ditetapkan Penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2024"

i2) Penjabaran APBI) Tahun Anggaran 2A24 sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} berpedornan dengan ketentuan perundang-
undangan"

Pasal 3

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Pendapatan
Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2A2+ clirencanakan
sebesar Rp2.139.375.625.965,00 (dua tritriun seratus tiga putruhr

sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua
puluh lima ribu sembilan ratus enam puiuh lima rupiah) yang
bersumber dari:
a. pendapatan asli Daerah;
b" pendapatan transfer; dan
c. lain-Iain Pendapatan Daerah y'ang sah.

Pasal 5

{1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimarra dimaksud dalam
Pasal 4 huruf a direncanakan sehesar Rp105.286.910.000,00
{seratus lima miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan
ratus sepuluh ribu rupiah) -vang terdiri atas:
a. pajak Daerah;
b. retribusi Daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain penclapatan asli Daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah seLragaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp21"715.860.000,00 (dua puluh satu
miliar tujuh ratus lima beias juta delapan ratus enaln puluh ribu
rupiah).

(3) Retribusi Daerah seiragaimana dimaksud pada a)'at (1) huruf tr

dir:encanakan sebesar Rp5.271"05O.000,OO (lima miliar dua ratus
tujuh puluh satu juta lima puiuh ribu rupiah).

(4J Hasil pengelolaan kekay'aan Daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ay'at (1i huruf c direncanakan sehresar

Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
{5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana

ciimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp68.300.000.000,00 {enam pulu}r delapan miiiar tiga ratus juta
rupiah).
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Fasal 5

i1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
aSrat {1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.715.860.000,00 {dua
puluh satu miliar tujuh ratus lima belas juta delapan ratus enam
puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
a. pajak hotel;
t). pajak restoran;
c. pajak hiburan;
d. pajak reklame;
e. pajak penerangan jalan;
f. pajak parkir;
g. pajak air tanah;
h. pajak sarang Lrurung walet;
i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
j. pajak bumi clan trangunan perdesaan dan perkcttaan {PBBP2);

dan
k. bea perotrehan hak atas tanah dar: bangunan {BPHTB}.

{2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat t1} huruf a
direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus iima puluh juta
rupiah).

(3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan seLresar Rp3.760.000.000,00 {tiga. miliar tujuh ratus
enam puiuh juta rupiah).

(ai Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat {t) huruf c
direncanaka.n sebesar Rp67.860.000,00 {enam pulukr tujtrh juta
delapan ratus en&m pulutr ribu rupiah).

(5) Pajak rektrame sebagaimana dirnaksud pada ayat {li huruf cl

direncanakan sehesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh
juta rupiah).

{6} Pajak perrerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua ireias
miliar rupiah).

(7) Pajak parkir setragaimana dirnaksud pada ayat {1) huruf f
direncanakan sebesar Rp48.000.0O0,00 iempat puluh clelapan
juta rupiah).

(B) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat i1) huruf g

direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 {tiga puluh juta rupiah).
{9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

huruf h direncanakan sebesar Rp50.000,000,00 {lima puluh juta.
rupiah).

(10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf i direncanakan sehesar Rp1.500.000.000,00
(satr*r miliar lima ratus juta rupiah).

(11) PEak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan {PBBP2)
sebagaimana dimaksr.rd pada ayat (1) huruf j direncanakan
sebesar Rp1.150"000.000,00 (satu miiiar seratus lima puir-rh juta
rupiah).

{12} Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan {BPHTB}
sebagaimana dimaksud pada asat if ] huruf k direncanakan
sei:esar Rp2.300.000.000,00 {dua miliar tiga ratus juta rupiah}.
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Pasal 7

(i) Pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat {i) huruf a
direncanakan Rp150.O00.000,00 (seratus lima puiuh juta rupiah)
yang terdiri atas:
a. pajak hotetr; dan
b" pajak rumah penginapan dan Sejenisnya.

(2) pa3ak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat i1) huruf a
clirencanakan sekresar Rp130.000.0O0,OO (seratus tiga puluh juta
rupiah).

{3i Pajak rumah penginapan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud
pada a.rrat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000"000,00
(dua puluh juta rupiah).

Pasal I
i1) PaJak restoran sebagaimana dimaksud daiam Fasal 6 a-Yat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp3.760.000.000,00 {tiga miliar
tujuh ratus enam puiuh juta rupiah) yang terdiri atas:
a. pajak restoran dan sejenisnYa;
b" pajak kafetaria dan sejenisnya; dan
c. pajak jasa bogalkatering dan sejenisnl'a"

(2) Fajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp650.000.O00,00 {enam ratus
lima puluh juta rupiah).

(3) PEak kafetaria dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(li huruf b direncanakan sebesar Rpl10.000.000,00 {seratus
sepuluh juta rupiah)"

{ai Pajak jasa bogalkatering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (ii huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00
{tiga miliar rupiah}.

Pasal 9

(1) Palak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 aSzat (1)

huruf c direncanakan sebesar Rp67.860.000,00 (enam puiuh
tujuh juta delapan ratr-rs enam puiuh ribu rupiah) 3''ang terdiri
atas:
a. paj ak pergelaran kesenian / musik I tari I busana;
b. pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya; dan
c. pajak permainan billiar dan krowiing.

(2) PaJak pergelaran kesenian/rnusikltari/busana sebagairnana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp12.160.000,CIO (dua belas juta seratus erram puluh ribu
rupiah).

(3) pEak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebagaimana' dimaksud pada a1,at (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp55.000.000,0t) (lima puiuh lima juta rupiahi.
{4i P;jak permainan biiliar dan bornling setragaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus
ribu rupiah).
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Pasal 10

(1) Pajak rekiame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat {1)

huruf d direncatrakan sebesar Rp66O.0OO.O00,O0 {enam ra"tus

enam puluh juta rupiahi yang terdiri atas:
a. pajak reklame papanlbillboardlvideotron/ megatron;
ti. pajak reklame kain;
c. pajak reklame meiekat/stiker; dan
d. pajak reklame seletraran.

{2} Palak rekiame papan/bilkroard/videotronlmegatron sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} huruf a direncanakan sebesar
Rp529.000.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah).

(3i Pajak rekiame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf l:
diiencanaka.n sebesar Rpi2O.0OO.O00,OO (seratus dua puiuh juta
rupiah).

{a} Pa3ak reklame melekatlstiker sebagaimana dimaksud pada a-vat

{1i huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.oo0,00 {sepuluh juta
rupiah).

{5) Pajak reklame selebaran setragaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 11

{1} Pajak penerangan jaian seLragairnana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 {dua
Lrelas miliar rupiahi yang terdiri atas:
a. pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri; dan
b. pajak penerangan jalan sumber lain.

{2} Pajak penerangan jalan Dihasilkan Sendiri sebagaimana
dimaksud dalam pada (U huruf a direncanakan sebesar
Rp1 1"900.000.000,00 {sebelas rniliar sembilan ratus juta rupiah).

{3) Pajak penerangan jalan sumber lain sebagaimana dimaksud pacla

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah).

Pasal 12

(1) Pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf
f direncanakan sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan
juta rupiah) yang terdiri dari pajak parkir.

(2) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat {1) direncanakan
sebesar Rp48.000.000,00 {eurpat puiuh delapan juta rupiah)"

Pasal 13

{1)Pajak air tanah sehragaimana dirnaksud daiam Pasal 6 ayat {i}
huruf g direncanakan sehresar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta
rupiah) yang terd.iri dari pajak air tanah'

{2i Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat tU
diiencanakan sebesar Rp3O"000.0O0,OO {tiga puluh juta rupiah}.
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Pasal 14

(1) Pajak sarang burung rvalet sebagaimana dimaksud daiam Fasai 6
ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp50.00O'000,00 (lima
puluh juta rupiah) -vang terdiri dari pajak sarang burung walet.

(2i Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksr-rd pada ayat {1)
direncanakan setresar Rp50.000.000,O0 {lima puiuh juta rupiahi.

Pasal 15

(1i Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat ii) huruf i direncanakan setresar
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang
terdiri dari pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.

{2) Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat t1) direncanakan sebesar
Rp1.500.000.000,00 {satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 16

(1) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2)
sebagaimana rlimaksud dalam Pasal 6 ayat {1} huruf j
direncanakan setresar Rp1.150^000.000,00 {satu miliar seratus
lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari Pqiak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan {PBBP2).

(2) Fajak burni dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2)
sebagaimana Cimaksud daiam ayat {U direncanakan sebesar
Rp1.150.000.0C)0,00 {satu miiiar seratus lima puluh juta rupiah)"

Pasal 17

(1) Bea perolehan hak atas tamah dan bangunan (BPHTBi
sebagaimana dimaksud dalam Pasai 6 a.vat (1) huruf k
direncanakan sebesar Rp2.30O.000.000,00 {dua miliar ti.ga ratus
juta rupiah) yang terdiri dari BPHTB-pemindahan hak.

(2) BpHTB-pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat {1i
direncanakan setresar RpZ.300"000.000,00 (dua miliar tiga ratus
juta rupiah).

Pasal 18

(1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

a5rat {1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.271.050.000,00 {iima
miliar dua ratus tujuh puluh satu juta lima putruh ribu rupiah)
yang terdiri atas:
a. retribusi jasa umum;
b. retriLrusi jasa usalia; dan
c. retribusi perizinan tertentu.

{2) Retrihrusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar
sembilan ratus juta ruPiah).

{3) RetriLrusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf
b direncanakan sebesar Rp3.041.050.000,00 (tiga rniliar empat
puluh satu juta iima pulr-ih ribu rupiah).
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(4) Retribr.rsi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat {1.}

huruf c direncanakan sebesar Rp33O.000.0O0,00 {tiga ratus tiga
puiuh juta rupiah).

Pasal 19

{1} Retribusi jasa urnum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
{1} huruf a direncanakan sebesar Rp1.900.000"000,00 {satu miliar
sembilan ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
a. retribusi pelayanan kesehatan;
b. retribusi pelayanan persanrpahanlkebersihan;
c. retribusi pelal,anan parkir di tepi jalan urnum; dan
d. retribrusi pelayanan tera,/tera ulang.

i2i Retribusi peiayai-rarr kesehatan sebagairnana dimaksud pada ayat
{1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 {satu miliar
rupiah).

(3)Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} huruf b direncanakan setresar
Rp800.000.000,00 idelapan ratus juta rupiah).

{4} Retribusi pelayanan parkir di tepi jaian umum sebagaimana
dimaksud pad"a a3iat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp25.000.000,00 {dua puluh lirna juta rupiahi"

{5i Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp75.0O0'000,00 (tujuh
puluh lima juta rupiah)"

Pasal 2O

(1) Retribusi jasa usaha sehagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.041.050.000,00 {tiga miiiar
empat puiuh satu juta lima puluh ribu rupiah) 3,ang terdiri atas:
a. retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
b. retribusi pasar grosir danf atau pertokoan;
c. retribusi terminai;
d. retriLrusi tempat khusus parkir;
e. retribusi rumah potong hervan;
f. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
g" retribusi penjualan produksi usaha Daerah.

{2) Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dirnaksud
pada ayat {1} huruf a direncanakan $ebesar Rp673'050.000,00
(enam ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah)'

(3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana
dimaksud pada ayat tU huruf b direncanakan sebesar
Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

(4) Retribusi terminal sebagairnana dimaksud daiam ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta
rupiah).

(5) Retribusi tempat khusus parkir sebagain:ana dimaksud pad"a ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp690.000.000,00 {enam rattls
sembilan purluh juta rupiah).

{6} Retribusi rumah potong hewan sebagairnana dimaksud pada a3rat

{i) huruf e direncanakan setresar Rp15.500.000,00 {lima belas
juta trima ratus ribu rupiah)"
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i7) Retribusi tempat rekreasi dan oiahraga sebagairnana rlimaksud
pada ay'at (1) huruf f clirencanakan setresar Rpl1$.000.ti00,00
(seratus delapan belas juta rupiah].

(8) RetriLrusi penjualan produksi usaha Daerah seLragaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
Rp44.500.O00,0O {empat puiuh empat juta lima ratus ribu
rupiairi.

Pasai 21

(1) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal
18 ayat {1} huruf c direncanakan sebesar Rp330.000.000,00 (tiga
ratus tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung.

{2} Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dirnaksud
pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp330.000.000,00 {tiga ratus
tiga puluh juta mpiahi.

Pasal 22

(1) Anggaran hasil pengelolaan kekalraan Daerair yang Dipisahkan
sebagaimana dimaksud Caiam Pasal 5 ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp10.000.00O"000,00 {sepuluh miliar
rupiah) yang terdiri dari bagian iaba 1,-ang dibagikan kepada
Pemerintah Daerah {divideni atas penyertaan modal pada BUMN.

{2) Bagian laba yang Dibagikan kepada Pemerinrah Daerah (dividen}
atas penyertaan modal pada BUMN sebagaimana dimaksud
dalam a3'at {1} direneanakan sebesar Rp1S.OS0"***.000,00
isepuluh miliar rupiah).

Pasal 23

ili Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah idividen)
atas penyertaan modal pada BUMN seLragairnana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (1) direncanakan sebesar
Rp10"000.000.0OO,O0 {seplrluh miliar rupiah} yang terdiri dari
hagian laba y-ang dibagikan kepada Pernerintah Daerah (divicten)
atas penyertaan modal pada BUMD {lembaga keuangan}.

(2) Bagian iaba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah idividen)
atas penyertaan modal pada BUMD {lembaga keuangan}
sebagairnana dimaksud pada aSuat (1) direncanakan sebesar
Rp1 0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 24

(i ) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah
sebagaiman.a dimaksud dalam Pasal" 5 ayat (U huruf d
direncanakan setresar Rp68.300.000.000,00 {enam priluh
delapan miliar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
a. jasa giro; dan
b. pendapatan Saetan La_vana-n Umum Daerah {BLUD}.

i?) Jasa girc sebagairnana dimaksud pada ayet {U hun"rf {'r

direncanakan setresar Rp1.0.300.S00.000,00 isepuiuh miliar tiga
ratus juta rupiah).
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(3) Pendapatan
dimaksud

Badan Layanan Umum Daerah BLUD sebagaimanapada ayat iU huruf b direncanakan sebesar
RpSB'000.000.000,0o {rima pururr delapan miiiar rupiah).

Pasal 25

{1} Anggaran jasa giro sebagaimana dirnaksud dalam pasal 24 ayat
(1) huruf a direncanakan sekresar Rp10.300.CI00.000,00 {sepuluhmiliar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari jasa giro p*dl t**
Daerah.

i2) Jasa giro pada kas Daerah sebragaimana dimaksud pada a3rat (1)direncanakan sebesar sebesar Rp1o.3o0.oo0.o0o,o0 (sepuluh
miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 26

{1} Anggaran pendapatan Badan La3ranan umum Daerah {BLuDisebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (U huruf b
direncanakan sebesar Rps8.000"0o0.o00,00 (lima puiuh delapanmiliar rupiah) yang terdiri dari pendapatan gidan Layanan
Umum Daerah (BLUD) dari jasa layanan.

(2) Pendapatan Badan La3,-anan umurn Daerah (BLUD) dari jasa
ialranan sebagaimana dimaksud pada ayat iii direncanakan
sebesar Rp58.000.000.000,00 {lima puluh delapan miliar rupiah).

Pasal 27

{i} Anggaran pendapa.tan transfer sebagaimana dimaksud clalanr
Pasal 4 hurlrf b direncanakan sebesar Rp1.641.To4.762.4s7,00
(satu triliun enam ratus empat puluh satu mitriar tujuh ratus
ernpat juta tujuh ratus enarn puluh dua ribu empat ratus lima
puluh tujuh rupiahi _v*ang terdiri atas:
a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar Daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (u huruf a direncanakan sei:esar
Rp1.a58.531.225.000,00 (satu triliun empat ratus enam pulutr
delapan miliar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua
puluh lima ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagairnana dimaksuci pacla
arvat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1T3.1T3.sBT.4sz,00
(seratus tujuh puluh tiga miliar seratus tujuh pulutr tiga juta lima
ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 28
(1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagai.mana

dimaksud dalam Pasal 27 a.vaL (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp1"468.531.225.000,00 (satu triliun empat ratus enam puluh
deiapan rniliar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua
puluh iima ribu rupiah) yarig terdiri atas:
a. dana perimbangan;
b. dana desa; dan
c. insentif fiskal.
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(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a
direncanakan sebesar Rp1.360. 1s0.74s.0t)0,00 {satu triliun tiga
ratu$ enam puluh miliar seratus lima puiuh juta tujuh ratus
empat puluh lima ribu rupiah).

(3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1i huruf b
direncanakan sebesar Rp94.380.480.00o,00 {sembilan putuh
empat miliar tiga ratus delapan puluh juta ernpat ratus delapan
puluh ribu rupiah).

(4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksuci pada ayat (U huruf c
direncanakan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar
rupiah).

Pasal 29

{1} Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2g ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rpl.360.150.245.000,00 {satutriliun tiga ratus enam puluh miliar seratus lima puluh juta tujuh
ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBHi;
b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU); dan
c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik.

(2) Dana transfer un:um-dana bagi hasil (DBHi sebagaimana
dirnaksud pada ayat {1} huruf a direncamakan sebesar
Rp89i"056.528.000,00 (delapan ratus sembiian puluh satu miliar
lima puluh enam juta lima ratus clua puluh delapan ribu rupiah).

{3) Dana transfer umum-d,ana alokasi umum (DAU} sebagaimana
dimaksud pada ayat ti) huruf b direncanakan sebesar
Rp382.166.865.000,o0 {tiga ratus deiapan puluh dua miliar
seratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam
ribu rupiah).

{4} Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK} non fisik
sebagaimana dirnaksud pada ayat {U huruf c direncanakan
sebesar Rp86.927.351.000,00 (detapan puluh enam miiiar
sembilan ratus dua puiuh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu
ribu rupiahi.

Pasal 30

(1) Dana desa sebagaimana dimaksud clalam Pasai 28 a,l,at {1) huruf
b direncanakan sebesar Rp9a.380.480.000,00 (sembilan puluh
empat miliar tiga ratus deiapan puiuh juta empat ratus delapan
puluh ribu rupiah] yang terdiri dari Dana Desa.

{2} Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan
sebesar Rp9a.380.480.000,00 (semLrilan puluh empat miliar tiga
ratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu
rupiah).

Pasal 3tr

{1} Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 a1,at {1}
huruf c direncanakan sebesar Rp1a.00O.000.000,00 (empat belas
miliar rupiah) yang terdiri dari Insentif Fiskal.

i2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat {1} direncanakan
sebesar Rp14.0OO.O00.000,00 {empat belas miliar rupiah).
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Pasal 32

(1) Anggaran pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana
dimaksud cialam Pasai 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp173.173.537.457,00 (seratus tujuh puruh tiga miliar serarus
tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat
ratus lima puh.:h tujuh rupiah) yang terdiri dari pendapatan bagi
hasii.

(2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana riimaksud pada ayat {1)direncanakan sebesar Rp123.773.s37.4s2,00 (seratus tujuh
puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga
puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasai 33

{1) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat
(1) direncanakan sebesar Rp173. tra.sT7.4sr,00 {seratus tujuh
puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga
puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) yang
terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak.

{2} Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
direncanakan sebesar Rp173. LT3.s37.4s7,00 {seratus tujuh
puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga
puluh tujuh ril:u empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 34
(1) Anggaran lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar
Rp392.383.953.508,00 (tiga ratus sembilan puiuh dua miliar tiga
ratus delapan putruh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu
lima ratus delapan rupiah) yang terdiri atas:
&" pendapatan hibah; dan
b. iain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a

direncanakan sebesar Rp382.729.005.800,00 (tiga ratus delapan
puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta iima ribu
deiapan ratus rupiah).

(3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (li huruf
b direncanakan sebesar Rp9.654"947.7A8,OA (sembilan miliar
enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh
tujuh ribu tujuh ratus delapan rupiah)"

Pasal 35
(1i Pendapatan hiirah sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf a

ayat (1) direncanakan sebesar Rp382.729.SO5.800,00 (tiga ratus
delapan puluh dua rniliar tujuh ratus dua puluh sernbilan juta
lima ribu delapan ratus rupiah) ]'ang terdiri dari pendapatan
hibah dari badan / iembaga/ organisasi dalam negeri/ h.lar negeri.
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{2} Pendapatan hihah dari badanllembaga/organisasi dalam
negeri/luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
direncanakan sebesar Rp382.729.o05.800,o0 {tiga ratus delapan
puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ribu
delapan ratus rupiah).

Pasal 36

(1) Pendapatan hihah dari badan/iembaga/ organisasi cialam
negeri/luar negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (1)
direncanakan sebesar Rp382 .729.aas.800,00 (tiga ratus clelapan
puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ribu
delapan ratus rupiah) yang terdiri dari pendapatan hibah dari
badan/iembaga/organisasi dalam negeri.

{2i Pendapatan hibah dari Lradan/lemLraga/organisasi dalam negeri
setragaimana riimaksud pada ayat (i) direncanakan sebesar
Rp382.729.005.800,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar
tujuh ratus dua puluh sembilan juta lirna ribu delapan ratus
rupiah).

Pasal 37

{i} Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal s4
a3rat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.65a.g47 "TAB,O0
{sembilan miliar enam ratus lima puluh ernpat juta sembilan
ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan rupiah) yang
terd,iri dari Fendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan
nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

{2) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN)
pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana
dimaksud pada ayat (li direncanakan sebesar
Rp9.654.947.7A8,AO (sembilan rniliar enam ratus lima puluh
empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus
delapan rupiah).

Pasal 38

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2a24 direncanakan
sebesar Rp2.630.464.977.896,00 (dua triiiun enam ratus tiga puiuh
miliar empat ratus enam puluh empat juta sernbilan ratus tujuh
puiuh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) yang
terdiri atas:
a. ireianja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.
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Pasal 39

{1) Anggaran belanja operasi sebagairnana dimaksud dalam pasal 3g
huruf a, direncanakan sebesar Rpi.5z 1.969.223.190,00 {satutriliun lima ratus tujuh puluh satu miliar sembiian ratus enam
puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus
sembiian puluh rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;
d. beianja hibah; Can
e. belanja bantLran sosial.

{2} Belanja pegaw-ai sebagaimana dimaksud pada ayat {Ii huruf a
direncanakan sebesar Rp489.9T9.6s3.625,00 (empat ratus
delapan puluh sembilan miliar sernLrilan ratus tujuh puluh
sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribru enam ratus dua
puluh lima rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagairnana dimaksud pada ayat {1)huruf b direncanakan sebesar Rp848.165"184.227,aa {delapan
ratus ernpat puluh delapan miliar seratus enam puluh. lima juta
seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh
rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hr.rruf c
direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 {lima miliar rupiah).

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayar {1) huruf cl
direncanakan sebesar Rp174.508.8s3.6s8,00 (seratus tujuh
puluh empat miliar lirna ratus delapan juta delapan ratus lima
puluh tiga ribu enarn ratus lima puluh delapan rupiah).

(6) Belanja bantuan sosial sebagairnana dimaksud pada aSrat t1)
huruf e direncanakan sebesar Rp5a.31s.s81.180,00 (iima putuh
empat miliar tiga ratus lirna belas juta lima ratus delapan puluh
satu ribu seratus delapan puiuh rupiah).

Pasal 40

{1) Belanja pegar,lrai sebagaimana dimaksud dalam pasai 39 ayat (1i
huruf a direncanakan sebesar Rp489.979.0s3.62s,00 (ernpat
ratus delapan puiuh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh
sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua
puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipii negara {ASN);
b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara (ASN);
c. tamhahan penghasilan berdasarkan pertimbangan ohrjektif

lainnya aparatur sipil negara (ASN);
d. belanja gaji dan tunjangan dewan perr.r'akiian rak3rat Daerah

(DPRD);
e. belanja gaji dan tunjangan kepaia Daerah/wakil kepala Daer:ah

(KDH/WKDH);
f. belanja penerimaan lainnlia pimpinan dewan perw,akilan rakyat

Daerah (DPRD) serta kepala Daerah/wakil kepatra Daerah
(KDH/WKDH); dan

g. belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah {BLUD}.
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(2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara {ASN}sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf a diiencanakan
sebesar Rp259.244.779.00s,00 {dua ratus lima puluh sembiian
miliar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ralus tujuh puluh
delapan ritru lima rupiah).

{3) Belanja tambahan penghasiian aparatur sipil negara {ASN)
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b diiencanakan
sebesar Rp148.780.183.447,00 {seratus empat puluh delapan
miliar tujuh ratus delapan putuh juta seratus d,elapan puluh iiga
ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).

(4) TamLrahan penghasilan berrlasarkan pertimbangan objektif
lainnya aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dimaksud, pada
ayat {U huruf c direncanakan sebesar Rp6a.290.9s7.gC0,00
(enam puluh empat rniliar dua ratus sembitan puluh juta
semhilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh
rupiah).

iSi Belanja gaji dan tnnjangan d,ewan perwakilan rakyat Daerah
(DPRD) sebagaima:ra dimaksucl pada a3-at t1i huruf d
direncanakan sebesar Rp12.330.572.604,00 {dua belas miliar tiga
ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus
empat rupiah).

(6) Belanja gaji dan tr,injangan kepala Daerahfwakil kepala Daerah
(KDH/\ifKDHlsebagaimaria climaksud pada ayat U) huruf e
direncanakan sebesar Rp574"521.6s9,00 (iima ratus tujuh puluh
empat juta lirna ratus dua puiuh satu ribu enam ratus iiga puluh
sembilan rupiah).

{7i Beianja penerimaan lainn3'a pimpinan clern-an perr.r.akilan rak5rat
Daerah (DPRD) serta kepala Daerah/u,akil kepala Daerah
(KDH/WKDHi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp4.278.64o.000,oo {empat miliar dua
ratus tuj'uh puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu
rupiah).

(8) Belanja pegawai Badan Layanan umum Daerah {BLUD)
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan
sebesar Rp480.000.000,0o {empat ratus delapan puluh juta
rupiah).

Fasal 41

(1)Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara {ASN}
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4a ayat (1) hr-iruf a
direncanakan sebesar Rp259.244.7?8.0os,00 {dua ratus lima
puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh empat juta tujuh
ratus tujuh puluh deiapan ribu lima rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja gaji pokok aparatur sipil negara (ASN);
b. belanja tury'angan keluarga aparatur sipil negara (ASN);
c. belanja tunjangan jaLratan aparatur sipil negara {ASN};
d. belanja tunjangan fung*icaal aparatur sipil negara {ASN};
e. belanja tunjangan fungsicnal umum aparatur sipil negara

(ASN);
f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara iASNi;
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g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipit
negara {ASN};

h. belanja pernbulatan gaji aparatur sipil negara (ASN);
i. belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara (ASN);j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara

(ASN); dan
k. belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara {ASN}.

(2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana
dirnaksud paria ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp188.657.138.992,aa (seratus delapan puruh delapan miliar
enam ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu
sembilan ratus sembilan puiuh dua rupiah).

{3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara {ASN}
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b clirencanakan
sebesar Rp16. 156.254.253,00 (enam beras miliar seratus lirna
puluh enarn juta dua ratus enam puiuh empat ribu dua ratus
trima puluh tiga rupiah).

(4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara {ASN)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp5.963.025"600,00 (lima miliar sembilan ratus enam
puluh tiga juta dua puluh lima ribu enam ratus rupiah).

{5) Beianja tunjangan fungsiona} aparattrr sipil negara {ASN}
sebagaimana rlimaksud pada ayat {r) huruf d direncanakan
sebesar Rp16.312.673.i60,00 (enam belas miliar tiga ratus dua
trelas juta enarn ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh
rupiah).

(6) Belanja tunjangan fungsionai umurn aparatur sipil negara {ASN}
sebagaimana <limaksud pada ayat (U huruf e clirencanakan
sebesar Rpi.200.298.379,00 {satu miliar dua ratus juta dua ratus
sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh sembjian
rupiah).

(7] Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara {ASN} sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} huruf f direncanakan sebesar
Rplc).173.053.651,00 {sepuJuh miliar seratus tujuh puruh tiga
juta lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).

(8) Belanja tunjangan PPhltunjangan khusus aparatur sipil negara
(ASN)sebagaimana climaksud pada aSzat {1} huruf g direncanakan
sebesar Rp678.224.v24,oa (enam ratus tujuh puluh delapan juta
dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat
rupiah).

(9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara (ASNlsebagaimana
dimaksud pacla a3iat (U huruf h direncanakan sebesar
Rp13.877.781,00 (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh
ritru tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).

(10) Beianja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara (ASN)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan
sebesar Rp18.092.108"1 10,0o {delapan belas miliar sembilan
puiuh dua juta seratus delapan ribu seratus sepuluh rupiah).
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(ll)Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negar.a(ASN) sebagaimana dimaksud pada *y*i11) huruf j direncanakan
sebesar Rp499"743.327,00 (empat ratus sembilan puluh ***bil*r,juta tujuh ratus empat puluh tiga riLru tiga ratus dua pr.rluh tujuhrupiahi.

(12) Belanja iuran 3'aminan kemeitian aparatur sipil negara iASNisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k'direncanakan
sebesar Rp1.a98.320.019,00 {satu *ilir., empat ratus sembilanpuluh delapan juta tiga ratus tujuh puruh iru, *.i.p; belasrupiah).
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Pasal 42

{1} Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara {ASN)sebagaimana rlimaksud dalam pisal 40 ayat tli huruf bdirencanakan sebesar Rp14g.2g0.1g3.447,00 (seratus empatpuluh deiapan miliar tujuh ratus delapan puluh juta seratus
delapan puluh tiga ribu empat ratus ernpat puluh tujuh rupiahi
yang terdiri atas:
a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil

negara (ASN);
b. tambahan penghasilan herdasarkan kondisi keqja aparatur

sipil negara {ASNi;c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
aparatur sipil negar:a (ASN); dan

d" tambahan penghasilan berdasarkan prestasi keija apar-atur
sipil negara (ASN).

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil
negara iASNi sebagaimana dimaksud pada a3rat lt) huruf a
direncanakan sebesar Rp7s.s24.912.g62,00 ltujurr'puluh iirnamiliar lirna ratus dua puluh empat juta sembilan iatu* tujuh
belas ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).

(3) Tarnbahan penghasiian berdasarkan kondisi kerja ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf b direncanakan
sebesar Rp12.638.169.T9s,00 (dua belas miliar enam ratus tiga
puluh delapan juta seratus enam putruh sembilair ribu tujuh ratus
sembilan puluh lima rupiah).

(4) Tambahan pengirasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat {U huruf c direncanakan
sebesar Rpl.301.545.014,00 {satu miliar tiga ratus satu juta lima
ratus empat puluh lima ribu empat belas rupiah).

i5) Tarnbahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp59.315.550.776,00 (lima puluh sembilan miliar tiga
ratus lima belas juta lirna ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh
puluh enam rupiah).
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Pasai 43
(1) Tarnbahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif

iainnya aparatur sipil negara {ASN} sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp64.290.957.930,00 {enam puluh empat miliar dua ratr.ls
sembilan puluh juta semLrilan ratus trima puiuh tujuh ribu
sernLrilan ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas:
a. beianja insentif bagi aparatur sipil negara {ASN} atas

pemLlnglltan pajak Daerah;
b. beianja bagi aparatur sipil negara {ASN} atas insentif

pemungutan r:etribusi Daerah;
c. belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil Daerah

(rPG PNSD);
d. belanja tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil Daerah

tTKc PNSD);
e. belanja tambahan penghasilan guru pegax.ai negeri sipil

Daerah (Tamsil PNSD); dan
f" belanja honorariurn.

{2} Belanja insentif bagi aparatur sipil negara (ASN} atas pemungutan
pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huiuf a
direncanakan sebesar kp?24.468.97s,00 {tujuh ratus dua puluh
empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus
tujuh puluh lima rupiah).

(3) Belanja bagi aparatur sipil negara (ASN) atas insentif pemungutan
retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b
direncanakan sebesar Rp210"885.4ss,00 idua ratus sepuluh juta
delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh
iima rupiah).

(4) Belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil Daerah {TpG
PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf c direncanakan
sebesar Rp53.794.811.000,00 {1ima pulu}r tiga miliar tujuh ratus
sembilan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).

(5) Belanja tunjangan khusus guru pegannai negeri sipii Daerah (TKG
PNSD} sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp573.719.000,00 (lima ratus tujuh puluh
tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).

{6) Belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil Daerah
{Tamsil PNSDi sebagaimana dimaksud pada ayat (li huruf e
direncanakan sebesar Rpl.414.781.000,00 (satu rniliar empat
ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu
rupiah).

(7) Belanja honorarium sekragaimana dimaksud pada ayat {1) huruf f
direncanakan sebesar Rp7.572.292.500,00 (tujuh miliar lima
ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ritru
lima ratus rupiah).
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Pasal 44
(1) Belanja gqli dan tunjangan der,van peruakilan rarq.,at Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasatr 40 ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp12.330.s22.oa4,00 (dua beias miliar tiga
ratus tiga puluh juta lima ratus tu.juh puluh dua ribu enam ratus
empat rupiah) _yang terdiri atas:
a. belanja uang representasi dewan perwakilan ra1.,.1rat Daerah;
b. belanja tunjangan keluarga dernan perwakilan rakyat Daerah;
c. belanja tunjangan beras dernan penvakilan rakyat Daerah;
d. treianja uang paket der.r.an perwakilan rakyat Daerah;
e. belanja tunjangan jatratan dewan per"u,'akilan rakyat Daerah;
f. belanja tunjangan aiat keiengkapan dervan perwakilan ::akyat

Daerah;
g. belanja tr.rnjangan a]at kelengkapan lainnya dervan perwakilan

ralg'at Daerah;
h. belanja tunjangan reses denan perwakilan rakyat Daerah;
i. belanja pemLrebanan PPh kepada pimpinan dan anggota dewan

perwakilan rakyat Daerah;
j. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota dewan

perwakilan raLyat Daerah ;

k. belanja tunjangan transportasi d.ewan perwakilan rakyat
Daerah; dan

1. belanja uang jasa pengabdian dewan penvakilan rakyat
Daerah.

(2) Belanja uang representasi dewan perwakilan rakyat Daerah
sebagaimana d,imaksud pada a-l,at (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp567.7o0.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta
tujuh ratus ribu rupiah).

(3) Belanja tunjangan keluarga dewan perwakilan rakyat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf b direncanakan
sebesar Rp79.909.200,00 {tujuh puluh sembilan juta sembilan
ratus sembilan ribu dua ratus rupiah).

(4) Belanja tunjangan beras dewan peru,,akilan ralryat Daerah
setragaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp101.388.000,00 (seratus saru juta tiga ratus delapan
puluh delapan ribu rupiah).

(5) Belanja uang paket dewan perwakilan rakyat Daerah
sebagaimana dimaksud pada a5rat {1} huruf d direncanakan
sebesar Rp48.132.000,00 (empat puluh delapan juta serarr-rs tiga
puluh dua ribu rupiah).

(6) Beianja tunjangan jabatan dewan perwakilan rakvsg Daerah
sebagairnana dimaksud pada ayat {1} huruf e direncanakan
sebesar Rp814.233.000,00 (delapan ratus empat belas juta dua
ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)"

(7) Belary'a tunjangan aiat kelengkapan dewan penvakilan rakyat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (li huruf f
direncanakan sebesar Rp8O.022.600,00 {delapan puluh juta dua
puluh dua ribu enam ratus rupiahi.
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{8} Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya dew.an perwakilan
rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) iruruf g
direncanakan sebesar Rp259.357.700,00 {dua ratus lirna puiuh
sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus
rupiah).

(9) Belanja tunjangan reses dew'an penvakilan rakyat Daerah
sebagaimana dirnaksud pada ayat {1) huruf h elirencanakan
sebesar Rp787.500.000,o0 {tujuh rarus delapan puluh tujuh juta
lima ratus ribu rupiah).

{10J Belanja pernbebanan PPh kepada pimpinan dan anggota dewan
perwakilan rakyat Daerah sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)
huruf i direncanakan sebesar Rp272.080.404,00 idua ratus tujuh
puluh dua juta delapan puluh ribu empat ratus empat rupiah).

{11) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota dernan
perrnakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
huruf j direncanakan sebesar Rp4.945.ab4.2ao,00 {empat miliar
sembilan ratus ernpat puluh lirna juta enam puluh empat ribu
tujuh ratus rupiah).

{12} Belanja tunjangan transportasi dewan perw,akilan rakyat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf k direncanakan
sebesar Rp4.092.000.000,00 (empat miliar sembilan puluh dua
juta rupiah).

{13) Belanja uang jasa pengahrdian der,r,an perrnakilan rakS,at Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf 1 direncanakan
sehesar Rp283.185.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta
seratus delapan puluh iima ribu rupiah).

Pasal 45

(i) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah
(KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat {1)
huruf e direncanakan sebesar Rp57a"521.039,00 (lin:a ratus
tujuh puluh empar juta lirna ratus dua puluhr satu ribu enam
ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
a. krelanja ga.lj. pokok kepala Daerahfrnakil kepala Daerah

{KDH/wKD}r);
b. belanja tunjnngan keluarga kepala Daerahlrvakil kepala

Daerah {KDH/WKDFii;
c. belanja tunjangan jabatan kepaia Daerahlwakil kepala Daerah

(KDHIWKDH);
d. belanja tunjangan beras kepala Daerah/u'akil kepala Daerah

{KDHIWKDH);
e. belanja tunjangarr pph/tunjangan khusus kepala

Daerah/wakil kepala Daerah {KDH/WKDH} ;

f. beianja pembulatan gaji kepala Daerahlwakil kepala Daerah
(KDHIWKDH);

g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala Daerah/wakil
kepala Daerah (I{DH/WKDH} ;

h. belanja insentif bagi kepala Daerah/rvakil kepala Daerah
(KDHi WKDH) atas pernungutan p4jak Daerah; dan
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i. belanja -rg1:ntif bagi kepala Daerah/r,akil kepala Daerah
{KDHIWKDH} atas pemunguran retribusi Daerair uagi kepala
Daerah /wakil kepala Daerah {KDH/WKDH}.

{2} Belanja gaji pokok kepala Daerahlwakil kepala Daerah
(KDH/wKDHlsetragaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a
direncanakan sebesar Rp54"6oo.ooo,$o {lima puluh empat juta
enam ratus ribu rl.piah).

{3} Belanja runjangan keluarga kepaia Daerah/wakil kepala Daerah
(KDHIWKDHi sebagaimana dimaksud pada a3,-at irt huruf t:
direncanakan sebesar Rp6.606.600,00 i*.ru.* juta enam ratus
enam ribu enarn ratus rupiah).

(4) Belanja tunjangan jabatan kepala Daerahlwakil kepala Daerah
{KDH/wKDHisebagairnana dimaksud pada ayat irl huruf c
direncanakan sebesar Rp98.280.000,0G (semLrilan puluh deiapanjuta dua ratus delapan puiuh ribu rupiahJ.

(5i Belanja tunjangan beras kepala Daerahlwakii kepala Daerah
(KDH/WKDH) sebagairnana dirnaksud pada a_rrat jt; huruf cl
direncanakan sebesar Rps.013.636,00 (lima juta tiga Lrelas ribu
enam ratus tiga puluh enam rupiah).

{6} Belanja tunjangan Pph/tunjangan khusus kepala Daerah/wakil
kepala Daerah {KDHIWKDH} sebagaimana dirnaksuci pada ayat
(1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.040.9ro,00 (tiga juta empar
puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

(7) Belanja pembulatan gaji kepala Daerah/wakil kepala Daerah
(KDH/WKDH) sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan setresar Rp1.021.684,00 {satu juta dua puluh satu
ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).

(8i Belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepaia Daerah/wakil
kepaia Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksucl pada aSrat(i) huruf g direncanakan sebesar Rp6.40o.00o,0o (enam juta
empat ratus ribu rupiah).

{9} Belanja insentif bagi kepala Daerah/waki1 kepala Daerah
(KDHIWKDH) atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (U huruf h direncanai<an sebesar
Rp327.371.364,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus
tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

(10) Belanja insenlif bagr kepala Daerahlwakil kepala Daerah
(KDH/WKDHi atas pernungutan retril:usi Daerah bagr kepala
Daerah/rn akil kepala Daerah {KDHIWKDH} sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} huruf i direncanakan sebesar
Rp72.187.385.00,00 (tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh
tujuh ribu tiga ratus delapa.n puluh lima rupiahi.

Pasal 46

(1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan dew,an penvakilan rakyat
Daerah serta kepala Daerah/rvakil kepala Daerah (KDHIWKDH)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat {1} huruf f
direncanakan sebesar Rp4.278.640.00O,00 (empat miliar dua
ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu
rupiah) yang terdiri atas:
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a. belanja dana operasional pimpinan dervan peru.akilan rakyat
Daerah; dan

b. belanja dana operasional kepala Daerah/wakil kepala Daerah
(KDlr/WKDH).

(2) Belanja dana operasional pimpinan dewan perwakilan rakr.at
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1i huruf a
direncanakan sebesar Rp3.8T8.640.000,00 {tiga miliar delapan
ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu
rupiah);

(3) Belanja dana operasional kepala Daerahlwakil kepala Daerah
(KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta
rupiah).

Pasal 47
(1 ) Belanja pegawai Badan Layanan umum Daerah (BLUD)

sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat t1) huruf g
direncanakan sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan
puluh juta rupiah) yang terdir:i dari beranja pegarvai Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD).

(2) Belanja pegawai Badan Layanan umum Daerah iBLUD)
sebagairnana dimaksud pada ayat {1) direncanakan sebesar
Rp480.000.000,0O {empat ratus delapan puiuh juta rupiah).

Pasal 48
(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dirnaksud dalam pasal 3g

ayat {1) huruf b direncanakan sebesar Rp84g.16s.1J4.yzr,aa
(delapan ratus empat puluh delapan miliar seratus enam puluh
iima juta seratus tiga puluh empat riLru tujuh ratus dua puiuh
tujuh rupiah) yang terdiri atas:
a. belaqja barang;
b. belanjajasa;
c" belanja pemeliharaan;
d. belanja perjalanan dinas;
e. belanja uang danfatau jasa untuk diberikan kepada pihak

ketiga/ pihak lain / masyarakat.
f. betranja barang dan jasa bantuan operasionar sekolah (Bos);

dan
g. belanja barang dan jasa Badan Layanan umum Daerah

(BLUD).
(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp225.856.72G.648,00 {dua ratus dua
puluh lima miiiar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus
dua puluh enam ribu enam ratus empat puiuh delapan rupiah).

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b
direncanakan sebesar Rp325.654.906.1 14,00 {tiga ratus dua
puluh lima miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan
ratus enam ribu seratus empat belas rupiah).
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{4} Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf
c direncanakan sebeoar Rp100.202.171.663,00 {seratus miliar
dua ratus dua juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus
enam puluh tiga rupiah).

{5} Belanja pedalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat {1ihuruf d direncanakan sebesar RpBB.6?3.891.8oo,00 {delapanpuluh delapan miliar enarn ratus tujuh puluh tiga juta delapan
ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

i6) Belanja uans dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} huruf e direncanakan sebeear Rp48.g5o.3os.goo,0o {empatpuluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus
lima ribu sembilan ratus rupiah).

{7} Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah (Bos}
sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf f d.irencanakan
sebesar Rp1o.99a"32o.ooo,oo {sepuluh miliar sembilan ratus
sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

(8) Belanja barang dan jasa Badan Layanan umum Daerah {BLUD}
sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf g d.irencanakan
sebesar Rp47.832.812.602,00 {empat puluh tujuh miliar delapan
ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua helas ribu enarn
ratus dua rupiah).

PaseJ 49

{1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4g ayat il}huruf a direncanakan sebesar Rp225.856.T26.648,00 {dua ratus
dua puluh lima miliar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh
ratus dua puiuh enam rikru enam ratus empat puluh clelapan
rupiah) yang terdiri atas:
a. beianja barang pakai habis;
b. beianja barang tak habis pakai; dan
c. belanja aset tetap yang tidak memerruhi kriteria kapitalisasi.

(2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan selresar Rp204.528.t9o.248,00 {dua ratus
empat miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus
sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).

(3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat
(li huruf b direncanakan sebesar Rp162.080.000,00 (seratus
enam puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah).

(4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp21.116.456.400,00 {dua pu}uh satu miliar seratus
enam belas juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus
rupiah).

Pasal 5O

(1) Belanja jasa setragaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp325.654.9A6.114,00 {tiga ratus
dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh empat juta
sembilan ratus enam ribu seratus empat trelas rupiah) yang
terdiri atas:
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a. belanja jasa kantor;
Lt. belanja iuran jaminan/asuransi:
c. belanja $elva tanah;
d. belanja setva peralatan dan mesin;
e" belanja sewa gedung dan bangunan ;

f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
g. belanja sewa aset tetap lainn3,-a;
h. belanja jasa konsultasi konstruksi;
i. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
j. beianja beasisrna pendidikan pegawai negeri sipil;
k. belanja kursus/pelatihan, s<lsialisasi, bimbingan teknis serta

pendidikan dan pelatihan;
1. belanja insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas

pemungutan pajak Daerah; dan
m. i:elanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan

retribusi Daerah.
{2) Beianja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a

direncanakan sebesar Rp172.294.581.59s,00 (seratus tujuh
puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus
delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah)"

{3} Belanja iura-n jaminanlasuransi setragaimana dimaks:-rd. pada
ayat ili huruf b direncanakan sehesar Rp3t.sr2.481"28CI,00 itiga
puluh. dua miliar lima ratus tujuh puluh d,r*ra juta empat !:a-tus
delapan pr-rluh satu riLru dua ratus delapan puli,rh rupiah).

{4) Belanja sel{,'a tanah sebagaimana d,imaksud paela a-v-at il} huruf c
direncanakan sebesar Rp1.554.422.88a,00 isatu miliar lima ratus
lima puluh empat juta empar rarus dua puluh dua ribu delapan
ratus delapan puiuh rupiah).

i5) Belanja sew"a peraiatan dan mesin sebagaimana climaksucl pada
ayat (i) huruf d direncanakan sebesar Rp23.1?6.9T5.496,00 idua
puluh tiga miliar seratus tujuh puiuh enam juta tiga ratr.ls tujuh
puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

(6) Belanja sewa gedung dan bangunan sehagaimana d.imaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rpl1.O1S"33g.3ZT,AO
{sebelas miliar lima kreias juta tiga ratus tiga puluh sembilan riLru
tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

{7) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi seLragaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.709.S64"400,00
{dua miliar tujuh ratus sembilan juta lima ratus enam pu}uh
empat ribu empat ratus rupiahi"

{8) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf g direncanakan sebesar Rp211.271.266,00 {dua ratus
sebelas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus enam
puluh enam rupiahi.

(9) Beianja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp67.935.7S8.000,00
{enam puluh tujuh miliar semhilan ratus tiga puluh lima juta
tujuh ratus iima puluh delapan ribu rupiah).

{10} Belanja jasa konsultasi non koastruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} huruf i direncanakan sebesar Rp4.955.250.000,00
(empat miiiar sembilan ratus lima puiuh lima juta dua ratus lima
puluh ribu rupiah).
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(11) Belanja beasisrna pendidikan peganvai negeri sipil sebagaimana
dimaksud pada ayar iU huruf j direncanakan sebesar"
Rpa.805.600.000,00 {empat miliar delapan ratus lima juta enam
ratus ribu rupiah).

(12) Belanja kursus/pelatihan, sosiaiisasi, bimbingan teknis serta
Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf k direncanakan sebesar Rp4.171.680.000,00 (empat miliar
seratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu
rupiahi.

(13) Belanja insentif bagi pegawai non aparatur sipil negeri atas
pemungutan pajak derah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf I direncanakan sebesar Rp245.B8s.28o,0o {dua ratus empat
puluh lima juta deiapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus
delapan puiuh rupiah).

(14) Belanja jasa insentif bagi pegai,r,ai non aparatur sipii negeri atas
pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pa<ia a-yat
(1) huruf m direncanakan sebesar Rp6.596.s40,00 (enam juta
enam ratus sembilan puluh enarn ribu iima ratus empat puluh
rupiah).

Pasal 51

(1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud daiam pasal 4g
ayat (i) huruf c direncanakan sebesar Rp100.202.1T1.063,00
(seratus miliar dua ratus dua juta seratus tujuh puiuh satu ribu
enam ratus enam puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja pemeliharaan peralatan da:r mesin;
b. beianja pemeliharaan gedung dan bangunan; clan
c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.

(2) Beianja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat t1) huruf a direncanakan sebesar
Rp4"139"579.713,00 (empat miliar seratus tiga puluh sembiian
juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga belas
rupiah).

(3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp17.282.591.950,00 (tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh
dua juta lirna ratus sembilan puluh satu ribr.r sembilan ratus iirna
puluh rupiah).

(4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp78.780.000.000,00 {tujuh puluh delapan rniliar tujuh ratus
delapan puluh juta rupiah).

Pasal 52

(1) Belanja pedalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasai 48
ayat (1) kruruf d direncanakan sebesar Rp88.673.891.800,00
(delapan puiuh deiapan miliar enarn ratus tujuh puluh tiga juta
delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah)
yang terdiri dari belanja perjalanan dinas dalam negeri.
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{2i Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} direncanakan sebesar npaa.ozs.Bg1.g00.00
(delapan puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta
delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiihl.

Pasal 53
(1) Belanja uang danfatau jasa untuk diberikan kepada pihak

ketiga/pihak lainlmasyarakat sebagaimana dimaksud dalamPasal 48 ayat tl) huruf e direncanakan sebesar
Rp48.950"305.9o0,00 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus
lima puluh juta tiga ratus lima ribu sernbilan ratus rupiah) yang
terdiri atas:
a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketigalpihak

lain/masyarakat; dan
b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak

lain/masyarakat.
(2) Belanja uang yang diherikan kepada pihak ketiga/pihak

lain/masyarakat sebagaimana dimaksud, pada ayat (1i huruf a
direncanakan sebesar Rp4.743.04s.400,00 (empat miiiar tujuh
ratus empat puluh tiga juta empat puluh lima ribu empat ratus
rupiah).

i3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga /pihak
lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b
clirencanakan sebesar Rp44.2a7.260.500,00 {empat puluh empat
miliar dua ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus
rupiah).

Pasal 54

il) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah {Bos)
sebagairrrana dimaksud Pasal 48 a5rat {i} huruf f direncanakan
sebesar Rpi0.994.320.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus
sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang
terdiri dari Belanja Barang dan Jasa Bantuan operasional
Sekolah (BOS).

(2) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah (BOS)
sebagaimana dimaksud pada ayat t1) direncanakan sebesar
Rp10.994.320.000,00 {sepuluh mitriar sembilan ratus sembilan
puluh empat juta tiga ratus dua puluh rihu rupiah).

Pasal 55

(1) Belanja barang dan jasa Badan l,a1,'anan Umum Daerah (BLUD)
sebagaimana d"irnaksud Fasal 48 ayat (1) huruf g direncanakan
sebesar Rp47.832.812.602,00 (empat puluh tujuh miiiar delapan
ratus tiga puiuh dua juta delapan ratus dua belas ribu enam
ratus dua rupiah) yang terdiri dar:i trelanja barang dan jasa
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

(2) Belanja barang dan jasa Badan i,ayanan Umum Daerah (BLUD)
sebagaimana dimaksud pada ayat i1) direncanakan sebesar
Rp47.832.8L2.642,0O (empat puluh tduh miiiar delapan ratus
tiga puluh clua juta delapan ratus dua Lrelas ribu enam ratus dua
rupiah).
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Pasal 56

(1)Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3g ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp5"o00.000.000,00 {lima miliar
rupiah) yang terdiri dari belanja bunga utang pinjaman kepada
lembaga keuangan bukan bank {LKBB).

(2) Belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan
bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayar (1) direncanakan
sebesar RpS.000.000.0O0,00 {lirna miliar rupiah}.

Pasal 57
(1) Belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan

bank {LKBB} sebagaimana dimaksud datam pasal 56 ayat {1}
direncanakan sebesar Rp5.ooo.ooo.oo0,0o (lima miliar rupiah)
yang terdiri dari belar{a bunga utang pinjaman kepada lembaga
keuangan bukan bank {LKBB} -BUMN-jangka menengah.

{2} Belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan
bank {LKBB}-BUMN-jangka menengah sebagaimana dimaksud
pada ayat {U direncanakan sebesar RpS.OOO.OOO.OOO,OO (lima
miliar rupiah).

Pasal 58

(1) Beianja hibah sebagaimana dimaksud daiam Pasal 39 ayat {1)
huruf d direncanakan setresar Rp174.508.853.658,00 (seratus
tujuh puluh enepat miiiar lima ratus deiapan juta delapan ratus
lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) yang
terdiri atas:
a. helanja hibah kepada pemerintah pusat;
b. belanja hibah kepada Lradan, lembaga, organisasi

kemasyaraka.tan yang berbadan hukum indonesia;
c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
d. belanja hibah dana BOSP"

{2} Belanja hihrah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksu<l
pada ayat (1) huruf a direneanakan sebesar Rp27.098.206.700,00
{dua puiuh tujuh miliar sembilan puluh delapan -juta dua ratus
enam ribu tr-rjuh ratus rupiah).

(3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1i huruf b direncanakan seLresar
Rpi37.162"476.958,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar seratus
enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu
sembilan ratus trima puluh delapan rupiah).

(4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp1.092.770.000,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta
tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

{5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
huruf d direncanakan sebesar Rp9.155.400.000,00 {semtrilan
miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)"
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Pasal 59

{1) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 58 ayat t1) huruf a direncanakan setresar
Rp27.098.206.700,o0 {dua puluh tujuh miliar sembilan puluh
delapan juta dua ratus enarn ribu tujuh ratus rupiah) yang ierdiri
dari belanja hibah uang kepada pernerintah pusat.

{2i Belanja hibah uang kepada pernerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar
Rp27.098.206.700,00 (dua puluh tujuh miliar sembiian puluh
delapan juta dua ratus enam ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 60

i1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi,
kernasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana
dimaksud Pasai 58 ayat (U huruf b direncanakan sebesar
Rp137.1,62.476.958,00 {seratus tiga puluh tujuh miiiar seratus
enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu
sembilan ratus lima puiuh delapan rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja hibah kepada badan dan iembaga yang bersifat nirlaba,

sukarela dan sosial yang dibentuk Lrerdasarkan peraturan
perund angan-undangan;

b. brelanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela
dan sosial3rang telah memiliki surat keterangan terdaftar;

c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarera
bersifat sosial kemas3rarakatan; dan

d. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum indonesia.

(2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba,
sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan
perundangan-undangan sebagairnana dimaksud pada aSrat {U
huruf a direncanakan sebesar Rp28.279.558.558,00 {dua puluh
delapan miliar dua ratus tujuh puluh semtrilan juta enam ratus
lima puluh delapan ribu lima ratus lima puiuh delapan rupiah).

(3) Betanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan
sosial yang Te1ah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
sebagaimana dimaksud pada ayat {1 i huruf' b direncanakan
sebesar Rp18.576.283.980,00 {delapan Lrelas miliar lima ratus
tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu
sembilan ratus delapan puluh rupiah).

i4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela
bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada a3,at

{1) huruf c direncanakan sebesar Rp89.956.534.420,00 (delapan
puluh sembilan rniliar sembrilan ratus lima puluh enam juta lima
ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah).

{5} Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf d
direncanakan sebesar Rp350.000.00O,O0 {tiga ratus lima puluh
juta rupiah).
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Pasal 61

(i) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai poiitik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat i1i huruf c
direncanakan sebesar Rpl.092"770.000,00 {satu miiiar sembilan
puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri
dari belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai
politik.

(2i Beianja hibah trerupa bantuan keuangan kepada partai politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar
Rp1.092.770.000,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta tujuh
ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 62

{1) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
ayat ti) huruf d direncanakan sebesar Rp9.155.400.000,00
(sembilan miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus ribu
rupiah) yang terdiri atas:
a.. Belanja hibah dana BOSP-BOP PAUD; dan
b. Belanja hibah dana BOSP-BOP kesetaraan.

(2) Belanja hibah dana BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud
pada a3rat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.924.60O"000,00
(tiga miliar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu
rupiah).

(3) Belanja hibah dana BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana
dimaksud pada ayat t1) huruf b direncanakan sebesar
Rp5.230.800.000,00 (lima miiiar dua ratus tiga puluh juta
delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 63

{1} Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat {1) huruf e direncanakan sebesar Rp5a.315"581.180,00 {lima
puluh empat miliar tiga ratus lima belas juta lima ratus delapan
puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah] yang terdiri atas:
a" belanja bantuan sosial kepada individu;
b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan

(bidang pendidikan,keagamaan dan bidang lainnya).
{2} Belanja bantuare sosial kepada individu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.052.681.180,00
{empat puluh tu.luh miliar lima puluh dua juta enanr ratus
delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah).

(3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} huruf b direncanakan sebesar Rp3.81O.0OO.O0O,0O
{tiga miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah).

{a} Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan
{bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya} sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} huruf c direncanakan sebesar
Rp3.452.900.O00,00 {tiga miliar empat ratus lima puluh dua juta
sembilan ratus rihu rupiah).
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Pasal 64

(1) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagairnana dimaksud
daiam Pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rpa7.052"681.180,00 (empat puluh tujuh miliar lima puluh dua
juta enam ratus delapan puluh satr-r ribu seratus delapan puluh
rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja bantuan sosial uang -vang direncanakan kepada

individu; dan
b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada

individu.
(2) Belanja bantuan sosiai uang yang direncanakan kepada Individu

sebagairnana dimaksud pada ayat (1) hunlf a direncana.kan
sebesar Rp46.863.000"000,00 (empat puluh enam miliar delapan
ratus enam puluh tiga juta rupiahi.

(3) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada
individu sebagaimana dimaksud pada ayat {i} huruf a
direncanakan sebesar Rp189"681. 180,00 {seratus delapan puluh
sembilan juta enafir ratus delapan puluh satu ribu seratus
delapan puluh rupiah).

Pasal 65

(1) Betanja bantuan sosial kepada keiuarga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp3.810.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus sepuluh juta
rupiah) yang terdiri dari belanja bantuan sosial uang yang
direncanakan kepada keluarga.

(2i Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepacla keluarga
sebagaimana dimaksud pada ayat (U direncanakan sebesar
Rp3.810.000"000,00 (tiga miliar delapan ratus sepuluh juta
rupiah).

Pasal 65

(1) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan
(bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 63 ayat {1} huruf c clirencanakan sebesar
Rp3.452.900.000,0O (tiga miliar empat ratus lima puluh dua juta
sembilan ratus ribu rupiahi yang terdiri dari belanja bantuan
sosial uang yang direncanakan kepada lernbaga non
pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang
lainn3ra).

{2} Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga
non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang
lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat tli direncanakan
sebesar Rp3.452.900.OOO,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh
dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

{
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Pasal 67

{1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud daiam Pasal 38
huruf b direncanakan sebesar Rp806.774.2443A6,00 (delapan
ratus enam miliar tujuh ratus tujuh puiuh empat juta dua ratus
empat puluh empat ribu tiga ratus enam rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan rnesin;
c. belanja modal ged"ung dan bangllnan:
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
e. belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp37.2a8.604.708,00 {tiga puluh tujuh
rniliar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat ribu
tujuh ratus delapan rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp77.870.834.423,00
(tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh juta delapan
ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).

{4} Belanja modai gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat {li huruf c direncanakan sebesar
Rp183.933.626.393,0O {seratus delapan puluh tiga miliar
sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus Cua puluh enam
ribu tiga ratus sembilan putruh tiga rupiahi.

i5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp503.051.680.782,00 {lima ratus tiga miliar lima puluh satu juta
enarn ratus delapan puluh ribu tu"juh ratus delapan puluh dua
rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainn_va sebagairnana dimaksr-ld pada
ayat (1i huruf e direncanakan sebesar Rp4.669.498.000,00 {empat
miliar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus
sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 68

{1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasai 67 ayal
(i) huruf a direncanakan sebesar Rp37.248.604.708,00 (tiga
puluh tujuh miliar dua ratus empat puiuh delapan juta enam
ratus empat ribu tujuh ratus delapan rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja modal tanah non persil; dan
b. belanja modal lapangan.

{2) Belanja modal tanah non persil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesarRp 22.180.093.808,00 (dua
puluh dua miliar seratus delapan puluh juta sembiian puluh tiga
ribu delapan ratus delapan rupiah).

{3} Belanja modal lapangan sebagairnana dimaksud pada al,at (1)
hur'uf b direncanakan sebesar Rp15.068.510.900,00 {iima belas
miliar enam puiuh delapan juta lima ratus sepuluh ribu sembilan
ratus rupiah).
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Pasal 69

(1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp77"870.834.423,00 {tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus
tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus
dua puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja modai aJat besar;
b. belanja modal alat angkutan;
c. belanja modai alat trengkel dan alat ukur;
d. belanja modal alat pertanian;
e. belanja modai aiat kantor dan rumah tangga;
f. belanja modal alat studio, komunikasi , dan pemancar;
g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
h. belanja modal alat laboratorium;
i. belanja modal komputer;
j. belanja modal aiat produksi, pengolahan, dan pemurrrian;
k. belanja modal alat keselarnatan ke{a;
1. belanja modal peratratan proses/produksi;
m. belanja modal rambu-rambu;
n. belanja modai peralatan olahraga;
o. Lrelanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional

sekolah; dan
p. belanja modal peralatan dan mesin h'adan layan umrlm

Daerah.
{2} Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksucl pada ayat (r)

huruf a direncanakan sebesar Rp8.9S7"486.00CI,OO {delapan
miliar sembilan ratus lima puluh tu.juh juta empat ratus delapan
puluh enam ribu rupiah).

{31 Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.222.893.5s0,00 {dua belas
miliar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan
puluh tiga ribu lirna ratus iirna puluh rupiah).

{a) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp296.050.000,00
(dua ratus sembilan puluh enam juta enam puiuh ribu rupiah).

{5} Eelanja modal alat pertanian sebagaimana dir*aksud pada ayat
{1) huruf d direncanai<an sebesar Rp2S.701.700,00 {dua puluh
juta tujuh ratus satu ribu tujuh rarus rupiahi.

(6i Belanja madal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana
dimaksud pad"a ayat (i) huruf e direncanakan sebesar
Rpi6.362.510.635,00 ienam beias miiiar tiga ratus erram puluh
dua juta iima ratus sepuiuh. ribu enam ratus tiga puluh lima
rupiah).

{7i Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan
sebesar Rp8.456.756.400,00 {deiapan miliar empat ratus lima
puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam riLru empat ratus
rupiah).
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(8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana' 'dimaksud pada ayat {1} huruf g direncanakan sebesar

Rp1.673.585.000,00 isatu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta
lima ratus deiapan puluh lima ribu rupiah).

(9) Belanja mod.al alat laboratorium sebagaimana dimaksud pacla

ayat ft1 nuruf h direncanakan sebesar Rp155.278.890,o0 (seratus
lima puluh lima juta dua ratus tujuh pulutr delapan ribu delapan
ratus sernbiian Puluh ruPiah).

(10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

huruf i direncanakan sebesar Rp12.854.192.650,00 (dua Lretras

miliar delapan ratus lima puiuh empat juta seratus semtriian
pr.rluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiahi.

{11) belanja moda} alat produksi, pengolahan, dan pemurnian' 'sebagaimana dimaksud pada ayat {U huruf j direncanakan
sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

i12) Betranja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat {1i huruf k direncanakzur sebesar Rp63.870.200,00
(*ra* ptrluh tiga juta cleiapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus
rupiah).

(l 3) Belanja moclal peralatan proseslproduksi sebagaimana dimaksud"
pada ayat (1i huruf 1 direncanakan sebesar Rp251.337.000,00

iarr* ratus iima puiuh satu juta tiga ratus Liga puluh tujuh ::ibu
rupiah).

(14) Belanja nnodal rarnbu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat

i1) huruf m direncanakan sebesar Rp578.344"000.00 (lima ratus
tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ernpat ribu
rupiah).

(15) Belanja modal peraiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada
ayat (li huruf n direncanakan sebesar Rp128.974.000,00 (seraturs

dr.ra puiuh rlelapan juta sembilan ratus tujuh puiuh empat ribu
rupiah).

(16) Belanja modal peralatan dan rnesin bantuan operasional sekolah
sebagaimana dimaksud pada ayat tli huruf 0 direncanakan
sebesar Rp6.596.592.000,00 {enam rniliar lima ratus sembilan
puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

(17) Belanja modal peraiatan dan mesin Badan Lavanan Umum
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat t1l huruf m
direncanakan seLresar Rp9. 1.52"252"398,00 {sembilan mitriar
seratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga
ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 70

(1) Belanja mod.al alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
a_rrat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.957.486.000,00
(deiapan miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus
delapan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja modal alat besar darat;
b. betanja rnoda-l aiat besar apung; dan
c. belanja modal alat trantu.

qI
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{2} Beianja modal aiat hesar darat sebagaimana dimaksud paela ayat

tU huruf a direncanakan sebesar Rp4.129.881.000,00 (empat
miliar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan
puiuh satu ribu rupiah).

{3} Belanja modal alat besar apung sebagairnana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.500.000'0O0,00 (empat
rniliar lima ratus juta rupiahi.

{a} Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

huruf c direncana.kan sebesar Rp327.505.00O,00 (tiga ratus dua
puluh tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah).

Pasal 71

(1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
69 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.222.893.550,00
(dua belas miliar dua ratus dua puiuh dua juta delapan ratus
sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang
terdiri atas:
a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotr:r.

(2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana
dimaksud pada. ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp12.124.893.550,00 {dua belas miliar seratus dua puluh empat
juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh
rupiah).

(3) Belanja rnodal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana
dimaksud pada ayat t1) huruf b direncanakan sebesar
Rp98.000.000,00 isembilan puluh delapan juta rupiah)'

Pasal 72

(1) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dirnaksud
dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp296.060.000,00 idua ratus sembiian puluh enam juta enam
puluh ribu rupiah) -vang terdiri dari belanja modal alat ukur.

i2) Belanja modal aiat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (t)
direncanakan sebesar Rp296.060.000,00 (dua ratus sembilan
puluh enam juta enam puluh ribu rupiah).

Pasal 73

{i) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Fasal
59 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20'701"700,00 (dua
puluh juta tujuh ratus satu rihu tujuh ratus rupiah) yang terdiri
dari belanja modal alat pengolahan.

{2} Belanja modai alat pengolahan sebagaimana dimaksud pacla ayat

{1) direncanakan sebesar Rp20,701.700,00 (dua puiuh jr.rta tujuh
ratus satu ribu tujuh ratus rupiah).

ll
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Pasal 74

(i) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
sebesar Rp16.362.510.635,00 (enam belas rniliar tiga ratus erram
puluh dua juta lima ratus sepuiuh ribu enam ratus tiga puluh
lima rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja modal alat kantor;
b. belanja modal alat rumah tangga; dan
c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.

(2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (li
huruf a direncanakan sebesar Rp2.498.417.700,00 {dua miliar
empat ratus sembilan puluh deiapan juta empat ratus tujuh belas
ribu tujuh ratus rupiah).

(3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) huruf b direncanakan sebesar Ptp12.027.796.835,00 (dua
heias miliar dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puiuh
enam ribu delapan ratus tiga puluh lirna rupiah).

{a) Belanja modai meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana
dimaksud" pada ayat tU huruf c direncanakan sebesar
Rp1.836.296.100,00 {satu rniliar delapan ratus tiga puluh enam
juta dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus rupiah).

Pasai 75

{1} Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat t1) huruf f
direncanakan sebesar Rp8.456.756.400,00 (delapan miliar empat
ratus lima puiuh enam juta tujuh ratus lima puiuh enam ribu
empat ratus rupiahi yang terdiri dari belanja modal alat studio.

i2) Belanja modal alat studio sebagaimana dirnaksud pada avat {1)
direncanakan sebesar Rp8.456.756.400,00 (delapan miliar empat
ratus lima puluh enarn juta tujr.rh ratus lima puluh enam ribu
em.pat ratus rupiah).

Fasal 76

{1) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana
dimaksud daiam Pasal 69 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
Rp1.673.585.000,00 {satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta
lima ratus delapan puluh iima ribu rupiah) yang terdiri dari
belanja mod,ai alat kedokteran.

{2) Belanja modal alat kedokteran seLragaimana dimaksud pada ayat
(1) direncanakan sebesar Rpi.673.585.000,0O isatu rniliar enam
ratus tujuh puluh Liga juta lima ratus delapan puluh lima ribu
rupiah).
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Pasal 77

(1) Belanja modal a-lat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 ayat (tr) huruf h direncanakan sebesar Rp155.278.890.00
(seratus iima puluh iima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu
delapan ratus sembilan puluh rupiahi -vang terdiri atas:
a. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup; dan
b. belanja modal peralatan laboratorium hydrodinamica.

(2) Belanja modal aiat lalroratorium lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a clirencanakan sebesar
Rp133.278.890,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus tuji.lh
puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiahi.

(3) Belanja modal peralatan laboratorium hydrodinamica
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

Pasal 78

(1) Belanja modai komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
ayat (1i huruf i direncanakan sebesar Rp12.854.192.650,00 (dua
krelas rniliar delapan ratus lima puluh empat juta seratus
sembilan puluh dua ribu enam ratus iima puiuh rupiah) yang
terdiri atas:
a. belanja modal komputer unit; dan
b. belanja modai peralatan komputer.

(2) Beianja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.708.298.7A0,00 (sembilan
miliar tujuh ratus deiapan juta dua ratus sembilan puluh delapan
ribu tujtrh ratus rupiah).

{3} Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.145.893.95O,00 (tiga
miliar seratus empat puluh iima juta delapan ratus sembilan
puluh tiga ribu sembilan ratus lima puiuh rupiah).

Pasal 79

(1) Belanja modai aiat produksi, pengolahan, dan pemurnian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat {i) httruf j
direncanakan sebesar Rp100.000.OO0,C,0 {seratus juta rupiah}
yang terdiri dari belanja modal sumur.

{2} Belanja modatr sumur sebagaimana dimaksud pada ayat {U
direncanakan sebesar Rp 1 00.000.000,00 {seratus juta rupiah}.

Pasal 80

{1) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar
Rp63.870.200,00 {enam puilrh tiga juta delapan ratus tujuh
puluh ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat
SAR"

{2) Belanja modal alat search and resctte (SAR} sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp63.870.200,00
(enam puiuh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus
rupiah).
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Pasal B1

(1) Belanja modal peralatan prosesf produksi sebagairnana dirnaksud
dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar
Rp251.337.000,00 {dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga
puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari belanja modal unit
peralatan proses/ produksi"

(2) Beianja modal unit peralatan proseslproduksi sebagaimana"
dimaksud pada ayat {1} direncanakan sebesar Rp251.337.000,00
(dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu
rupiah).

Pasal 82

{1) Belanja modal rarnbu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
69 a_vat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp578.344.000,00
(lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh
empat ribu rupiah) yang terdiri dari belanja modal rambu-rambu
lalu lintas darat.

(2) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebagaimana
dimaksud pada ayat t1) direncanakan sebesar Rp578.3a4.000,00
(lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh
empat ribu rupiah).

Pasal 83

{1) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 ayat (i) huruf n direncanakan sebesar
Rp128.974.000,00 {seratus dua puluh delapan juta sernbilan
ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari belanja
modai peralatan olahraga.

(2) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksuel pada
ayat {1} direncanakan sebesar Rp128.974.000,00 {seratus dua
puluh delapan jr.rta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu
rupiahi.

Pasal 84

i1) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1i huruf o
direncanakan sebesar Rp6.596.592.000,00 {enam miliar lima
ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua
ribu rupiahi yang terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin
hantuan operasionai sekolah.

{2) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasionai sekolah
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) direncanakan sebesar
Rp6.596.592.000,00 (enam miliar lima ratus sembilan puiuh
enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
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Pasal 85

(1) Belanja modal peralatan.dan mesin Badan Layanan Umum

Daerah *"uu.g;*r*a dirnaksud dalarn Pasal 69 ayat (1) huruf p

clirencanakan sebesar Rp9. 1s2.2s2,398,00 (sembilan.- miliar

seratus iima puluh dua juia dua ratus iima puluh dlla ribu tiga

ratus sembil# puluh ditapan rupiah) yang terdiri dari belanja

modal peralatan-d*.t ***in Badan Layanan Umum Daerah'

(2) Belanja moOat peralatan dan mesin Badan Layanan Umum

Daerah *.U*gd;""" dimaksud pada ayat (1) direncanakan

setresar Rp9.iSZ.ZSZ.198,00 (sembilan miliar seratus lima puluh

dua juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus semirilan puluh

delapan ruPiahi-

Pasal 86

{li Belanja modal gedung O1l bangunan sebagaimana dimaksud

dalam pasai Af "y"t 
(i) huiuf c direncanakan sebesar

Rp183.93 3.626.3g3,0b {seratus delapan puiuh tiga miliar

sembilan ratus tiga pulutr tiga juta enam ratus dua puluh enarn

ribu tiga ratus *.irbii"' puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

a. belinja modal hangunan gedung;

b. belanja modai tugu titik kontrol/pasti; dan

c. belanja modal gJd,"'g dan bangunan Badan Layanan Umum

Daerah.
i2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada

ayat tu huruf a d.irencarr*t "tt 
*sebesar 

Rp183.152'838'293,00

(seratus aeupan puluh tiga miliar seratus lima puluh dua juta

deiapan ,"trr* tiga puiuh Jelapan riLru dua ratus sembilan puluh

tiga n"rPiah).

{3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti seLragaimana dimaksud

pada ayat (iJ frur""f b d.irencanakan sebesar Rp445'853'100,00

(empat ratus Lrnpat puluh lima juta delapan ratus lima puiuh tiga

riLru serattrs ruPiah)'
(4) Belanja modal g*d.,''g dan bangunan Badan Layanan Umum

Daerah *"U*g*T**.,* dimaksud pada ayat (1) huruf c

d.irencanakan'sebesar Rp33a.935.000,00 {tiga ratus. tiga puluh

empat juta sembilan ratus tiga puluh lima rii:u rupiah).

Pasal 87

{1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalarn

Pasal 86 ayat (u huruf a direncanakan sebresar

Rp183.152.838.293,00 {seratus delapan puiuh tiga mi}iar seratus

lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua

ratus sembilan puluh tiga rupiah) 3rang terdiri atas:

a" beianja modai bangunan gedung tempat kerja; dan

b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal'
(2) Belanja modal bangunan geclung tempat kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat t1) huruf a direncanakan sebesar

Rpl?9.28S.OSS.Zq3,0o lseratus tujuh puluh sembiian miiiar dua

,rt r* delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu dua ratus

sembilan Puluh tiga ruPiahi'
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(3) Belanja modal bangunan gedung ternpat tinggal sebagaimana
' 'dimaf,sud pada ^J'"t {1) huruf b direncanakan sebesar

Rp3.869.80o,000,o0{tigamiliardelapanratusenampuli-rh
sernbilan juta delapan ratus ribu rupiahi'

Pasal 88

{1} Belanja modal tugu titik kontrotr/pasti sebagaimana dimaksud

ctraiam pasai 86 a3rat {U huruf b direncanakan sebesar

ip++s.as3.100,00 (empat ratus ernpat puluh lima juta delapan

ratus lima puluft tig* ,ib, **r*tus rupiah) yang terdiri dari trelanja

modal tugu/tanda batas'
(2) Belanja irodal t*gultanda batas sebagaimana dimaksud pada
' 'ayat 

111 direncan*to* sebesar Rpa45.853.100,00 (empat ratus

**p*i puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus

rupiah).

Pasal 89

(1}BelanjamodalgedungdanbangunanBadanLayananUmum
Daerah sebagairi*rr* Ji**ksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp334.935.000,00 (tiga ratus tlg? puluh

empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ritru rupiah) yang

terdiri dari belanja modal gedung dan bangunan badan layanan

umum.
{2) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum
' 'sebagaimana ditaksud pada ayat (U direncanakan sebesar

sebeJar Rp33a.935.000,0b (tiga ratus -tiga 
puluh empat juta

sembilan ratus tiga putruh lima ribu rupiahi'

Pasa1 90

i1) Belanja modal jaian, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud

d"alam pasal 67 iyat ltl huruf d direncanakan sebesar

RpS03.051.G80.782,0b pima ratus tiga miliar lima puluh satu juta

enam ratus clelapan puluh ribu tujuh ratus deiapan puluh dua

rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja modal jalan dan jemhratan;

b. belanja modal bangunan air;
c" belanja modal jaringan; dan
d. belanja modai jalan, jaringan, dan irigasi Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD).
(2) Belanja modal jalan dan jernbatan sebagaimana dimaksud pada
' a},at l1y huruf a direncanakan sebesar Rp389.597.587 '210,00

1iigu. .*i"s deiapan puluh sembilan miiiar lima ratus semLrilan

p"i"f, tujuh iutl tima ratus deiapan puluh tujuh ribu dua ratus

sepuluh ruPiah)-
(s) Beianja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pacia ayat (1)

huruf b direncarr*1i6 sebesar npb+.SSS.000.000,00 {enam puluh

empatmiliarlimaratuslimapuluhlimajutarupiah}.
(a) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c direncanakan sebesar Rpa8.699 .O93.572,00 {empat puluh

delapan miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta
u.*Lilu.., puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)'

ii
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(5) Belanja moda.l jalan, jaringan, dan irigasi Badan Layanan umum
' 'Daerdh 

{BLUDi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf d
direncanakan sebesar*Rp2 00. 000 " o00,o0 (dua ratus j uta rupiah)'

Pasai 9 1

(1) tselanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 90 ayat {u huruf a direncanakan sebesar

Rp389.59T.SST:2i0,0d itiga ratus delapan puluh semLriian miliar
lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus deiapan puluh

tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja modal jalan; dan
b. belanja modal jembatan'

(2) Belanja inoclal jian sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a
' ' 

direnianakan lebesar npsta.+22"587.210,00 (tiga ratus delapan

belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus deiapan

puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah)"
(3) behnja mo<lal jembatan sebagaimanl,dimaksutl pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp71.125.000.000,00 {tujuh puluh

satu rniliar seratus dua puluh iima juta rupiah)'

Pasal 92

{1} Beianja mod"al bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal

90 a,tat (1) huruf b cir*rrc..rakan sebesar Rp64.555'00O'000'00
(enam puluh empat miliar lima ratus lima puiuh lima juta rupiah)

.Yang terdiri atas:
;. rcUnla modal bangunan pengembangan ra\,\,'a dan polder; dan

Lr. belanja modal bangunatl pengaman sungai/pantai rlan

penanggulangan hencana aiam'

{2)Betanjamodal*bangunanpengembang?"nrawadanpolder' 'sekragaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

sebeJar Rp25.S30.0o0.0o0,00 {dua puluh iima miliar lima ratus

tiga puluh juta ruPiahi.
{3) nelanla modal }:angunan pengaman sungai/pantai dam
" ' p*n*riggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat

irt irriiur b direncanakan sebesar Rp39.025.00o.000,o0 (tiga

p.,t.,r, Sembilan mitriar dua puluh ]"irna juta rupiah}.

Pasal 93

(1) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90

ayat lt1 huruf c direncu.n*k*tt sebesar Rp48.699'*093.572,00

{ernpat puluh delapan miiiar enam ratus sembilan puiuh

sembilarr juta semLrilan puiuh tiga ribu lima r:atus tujuh puluh

dua ruPiah) Yang terdiri atas:
a. belanja modal jaringan air minum; dan
b. kretranja modal jaringan listrik'

(2) Belanja mod.al jaringa; air minum sebagaimana dimaksud pada

ayat if1 fruruf r. dir"t 
"u.nakan 

sebesar Rp1.300.000-000,00 (satu

miliar tiga ratus juta ruPiah)'

l
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(3J Belanja modai jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada a3rat

(1) huruf b rliiencanakan sebesar Rpa7.399.093.572,00 (empat

puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta
sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 94

{1) Beianja modal jalan, jaringan, dan irigasi Badan Layanan umum
Daerah (BLUD| sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 90 ayat i1)
huruf d direncanakan sebesar Rp2O0.000.000,00 (dua ratus jut'a

rupiah) yang terdiri dari belanja modal jalan, jaringan, dan irigast
BLUD.

{2} Beianja modal jalan, jaringan, dan irigasi Badan Layanan umum
Daerah (BLUb) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

d"irencanakan **6*ua. Rp200'000.000,00 (dua ratus juta n'lpiah)'

Pasal 95

{1} Beianja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 a-t at {1i huruf e direncanakan sebesar

Rpa.669.498.000,00 (empat miliar enam ratus enam puluh
sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

yang terdiri atas:
a. belanja modal bahan perpustakaan;
b. belanJa modal baiang bercorak kesenian/kebudayaanf

olahraga; dan
c. belanja mod.al aset tetap lainnya bantuan operasional sekclah'

{z) Belanja }rodal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud" pada

ayat it1 fruruf a direnCanakan sebesar Rp117.570.000,00 {seratus
tr4uhLrelasjutalimaratustujuhpuluhriburupiah}.

(3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudaSraan/olahraga' 'sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan

sebeJar Rp154.200.000,04 {seratus iima puluh empat juta dua

ratus ribu ruPiah).
(4) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah
' 'sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan

sebesar Rp4.397.728.000;00 (empat miliar tiga ratus semtrilan

puluh tujuh juta tujuh ratus clua puluh detrapan ribu rupiah)'

Pasal 96

(1) Belanja rnodal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksu<l

dalam Pasal 95 ayat {li huruf a direncanakan seLresar

Rp1 17.5?0.000,00 {siratus 
'tduh 

belas juta lima ratus tujuh
puluh ribu rupiah) 316519 terdiri atas:
;. belanja modal bahan perpustakaan tercetak; dan

b. belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro"

{2) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana

dimaksud fada ayat tit huruf a. direncanakan sebesar

Rp5g.770.Oob,oo (lima puiuh delapan jura tujuh ratus tujuh
puluh ribu ruPiah).

I
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{3) Belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro

sebagaim*.ra^ ai*ut *,ri pada ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar Rp5g.g00.o00,o0 lii*u. puluh delapan juta delapan ratus

ribu rupiah).

Pasal 97

(1i Belanja modal barang bercorak kesenian/kebuda-vaan/olahraga
sebagaimana dimaks-ud dalam pasal gs ayat tl) huruf b

direncanakan sebesar Rp15a.200.000,00 (seratus lima puluh

ernpat juta dua ratus ritru rupiah) yang terdiri atas:

a.- beianja modal barang bercorak kesenian;
b. belarja rnodai alat bercorak kebudayaan; dan

c. belanja rnodal tanda penghargaan".

121 eefania riodal barang bercoiak kesenian sebagaimana climaksud
'-'pada ayat (1) huruf * dir*rr"u.nakan sebesar Rp2.100.000,00 {dua

ju.ta seratus ribu ruPiah)'
(e1 eeran;a modal alat bercorak kebudayaan sebagaimana dimaksud
'-'p*4. ayat 1ii rr"r"f b direncanakan sebesar Rp147'500'000,00

{seratus empat puluh tujuh-juta lima ratus ribu rupiahi'

t+) ilefanju. *o**t Lnaa p*ttgtt"tgaan sebagaimana dimaksud pada
' 'ayat jt; huruf c direncanakan seLresar Rpa.600.000,00 {empat

iuta enam ratus ribu ruPiah)'

Pasal 98

{1) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional, sekolah

sebagaimana climaksud- dalam Pasal 95 ayat {ii huruf c

direncanakan sebesar Rp4.397.728"000,00 (empat miliar tiga

ratus sembilan puluh t":"t juta tujuh ratus dua puluh delapan

ribu rupiah) yang terdiri daii belanja modal aset tetap lainnya

bantuan oPerasional sekoiah'
(2) Belanja modai aset tetap lainnya bantuan operasirinal sekolah

sebagaimana dimaksud pada ayat {1) direncanakan sebesar

np+.502.728.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puiuh

tujuirjutatujuhratusduapuluhdelapanriburupiah).

Pasal 99

(1) Anggaran trelanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam
pasal 38 huruf J dir*rr.*nakan sebesar: Rp25.000.000.000,00 {dua
puluh lima miliar rupiah) yang terdiri dari belanja tidak terduga'

i2) hehnja tidak terduga 
'sebagaimanl 

-d1ryaksud 
pada ayat (li

direncanakan sebesir np2S.0O0.000.000,00 (dua putr'uh lima

miliar ruPiahi.

Pasal 100

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

huruf cl direncinakan sebesar kp226.72i'510.400,00 {dua ratus

dua puiuh enam miliar tujuh ratul dua puluh satu juta lima

ratus sepuluh ribu empat ratus rupiahi yang terdiri atas:

a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan'

tl
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(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a' 'direnianakan sebesar Rp2.698.691.000,o0 (dua miliar enam

ratus sembiian puiuh delapan juta enam ratus sembilan puluh
satu ribu ruPiah).

(3) Belanja baniuan keuangan sebagaimanadimaksud pada avat (1)
' " huruf b direncanakan sebesar Rp224.A22.819.400,00 (dua ratus

dua puluh empat miiiar <lua puluh dua juta delapan ratus

sembilan belas ribu empat ratus rupiahi'

Pasai 1O1

(1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat

(1) huruf u.?ir*rr."rrakan sebesar Rp2.698.691.000,00 (dua miliar
enam ratus sembilan puluh delapan juta enarn ratus sembilan
puluh satu ribu rr-lpiah) yang terdiri atas:
;. belanja bagi irasii pajak Daerah kepada pemerintahan

kabupaten/kota dan desa; dan
b. belanja bagr hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada

pemerintah desa.
(2)BelanjabagihasilpajakDaerahkepadapemerintahan' 'kabuiaten/klota dan desa sebagaimana dimaksuci pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp2.171.586.000,00 (dua miliar

seratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam

ribu rupiah).
(3) Belaraa bagi hasii retribusi Daerah kabupaten/kota -kepada' 'p**.iintah-d*.* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp527.105.000,00 (lima ratus dua puluh

tujuh juta seratus lirna ribu rupiah)'

Pasal 102

(1) Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan
'-'kabuiatenlkita dan clesa sebagaimana dimaksud daiam Pasal

101 ayat (1) huruf a direncat *k*tt sebesar Rp2'171.585'000,00

(dua miliar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan

puluh enam ribu rupiah) ierdiri dari beianja bagi hasil pajak

baerah kePada Pemerintahan desa'

(z}geianjabagihasilpajakDaerahkepadapernerintahandesa
sebagaimana dimaksurl pada ayat t1) direncanakan sebesar

np2.121.5g6.000,00 {dua miliar seratus tujuh puluh satu juta

lima ratus delapan puiuh enam ritru rupiah)'

Pasal 103

(i) Belanja bagi hasii retribusi Daerah kabupaten/kota kepada
' p***iirrtah-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat

itl t urur b direncanakan sebesar Rp527.105.000,00 (lima ratus

dua puluh tujukr juta seratus lirna ribu rupiah) terdiri' dari

betranja bagi hasil retribusi Daerah kabupatenlkota kepada

pemerintah desa.
(2) Belanja tragi rrasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada

pemerintah clesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

direncanakan sebesar npS22.105.000,00 {lima ratus dua puiuh

tujuh juta seratus lima ribu rupiah)'

FI
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Pasal 104

(1) Betanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

100 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp224.A22'819.400,00
(dua ratus dua puluh empat mi.liar dua puiuh dua juta delapan

ratus sembilan beias riLru empat ratus rupiah) terdiri atas:

a. belanja bantuan keuangan antar Daerah provinsi; dan

b. belanja bantuan keuangan Daerah provinsi atau

kabupaten/ kota kePada clesa'
(3) Belanja bantuan keuangan antar f)aerah provinsi sebagaimana
" 'dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp2.500.000.000,0o1dua miiiar lima ratus juta rupiah).

(a) Bllanja bantuan keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota
' 'kepada desa sebagairnana dimaksud pada ayat {1i huruf b

diiencanakan seL,e*sar Rp22 1.522.819.400,00 {dua ratus dua

puluh satu miliar iirna ratus dua puluh dua juta delapan ratus

sembilan belas ribu empat ratus rupiah)'

Pasal 105

(1) Belanja bantuan keuangan antar Daerah provinsi sebagaimana

climaksud dalam Pasal 1b4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp2.500.000.000,0o (dua miliar lima ratus juta rupiah). terdiri
dari belanja bantu*r, i.euattgan khusus antar Daerah provinsi'

(2) Belanja fiantuan keuangan khusus antar Daerah provinsi

sebaglimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar

np2."s00"000.000,00 (dua rniliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 106

(1) Belanja bantuan keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota
' 'kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1)

huruf b direncan*fr.n sebesar Rp221"522.819.400,00 (dua ratus

dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh dua juta delapan

ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari

belanja bantuan keuangan khusus Daerah provinsi atau

kabupaten/ kota kePada desa'
(2) Belanja hantuan keuangan khusus Daerah provinsi atau
'-'kabuiaten/kota kepada desa sebagairnana dimaksud pada ayat

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp221.522'819.400,00 {dua
ratus ciua puluh satu miliar iima ratus dua puluh dua juta

d"elapan ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah).

Pasal 107

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan

**f,"lr.,. Rp49t.Otig.gSt.931,00 {empat ratus sembilan puluh satu

miliar tleiapan puluh sembilan juta-tiga ratus lima puluh satu ribu

sembilan ratus tiga puluh satu rupiahi yang terdiri atas:

a. penerimaan PembiaYaan; dan
b. pengeluaran Pernbiayaan.
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Pasal 108

(1i Penerimaan pemtriayaan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 107

huruf a direncanakan sebesar Rp581.128.307.019,00 (iima ratus
delapan puluh satu miliar seratus dua puluh delapan juta tiga
ratus tujuh ribu sembiian belas nlpiah) yang terdiri atas:
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sei:elumnya: dan
b. penerirnaan kemi:ali pemberian pinjaman Daerah"

(2) Sisi lehih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp5?9.628.307.019,00 {1ima ratus tujuh puluh sembiian miiiar
*t t* ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu semkrilan

belas rupiah).
{3) Peneri*to.tt kemLrali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana

dimaksucl pada ayat t1) huruf b direncanakan sebesar

Rp1.500.000.000,00 {satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 109

(1) Sisa letrih perhitungan anggaran tahun sebelumn3'a sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp579.628.307.019,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan miliar
enam ratus dua puluh d.elapan juta tiga ratus tuji'rh ribu
sembilan belas rupiah) yang terdiri atas:
a. pelamPauan Penerimaan PAD;

b.pelamp*rr.*penerimaanpeudapatantransfer;dan
c. penghematan belanja'

(2) pelampiru.n penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat\ , 
(1) huruf * dir..r"anakan sebesar Rp20a.007.905.870,00 {dua
ratus empat miliar tu"juh juta sembilan ratus iima ribu deiapan

ratus tujuh Puluh ruPiah).
{3) Pelarnp",.r"o penerimaan pendapatan transfer sebagaimana

dirnaksud pa-da ay-at tli huruf b direncanakan sebesar

Rp354.62S.d02.019,b0 (dga ratr.rs lima puluh empat miliar enam

ratus dua puluh deiapatt .3.rta tiga ratus tujuh ribu sembilan

belas ruPiah)'
(4)Penghematanbelanjasebagaimanadimatrydpadaayat{1)hrrruf

c direncanaka, **6"*r". n[20.002.094.130,00 (dua pu,lutr miliar

seml:ilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh empat

ribu seratus tiga Puluh ruPiah)'

Pasal 1 10

(1) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam

Pasa1109ayat{1}hurufadirencanakansebesar
Rp204.007.ga5,s70,00(duaratusempatmiliartujuhjuta
sembilan ratus lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang

terdiri atas:
a. pelampauan penerimaan PAD-pajak Daerah; dan

b.pelampalranpenerimaanPAD.lain-lainPADyangsah.
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{2iPeiampauanpenerimaan-'PAD-pajakDaerahsebagaimana
dimaksud p"i" ayat (u hurur- a direncanakan sebesar

Rp1g5.669.401.02g,b0 (seratus sembilan puluh lima miliar enam

ratus enam pJ"f, sembilan juta empat ratus satu ribu dua puluh

delaPan ruPiah).
(3iPelampauanpenerimaanPAD-lain-lainPADyangsah

sebagaimanaci-imaksudpadaayatil}...hurufbdirencanakan
sebesar npS.SSS.504.842,bO 1A"Up*.t *iii.t tiga ratus tiga puluh

delapan juta lima ratus empat ritu delapan ratus empat puluh

dua ruPiah)'

Pasai 111

(i)Pelampauanpenerimaarr^penclapatan^.transfersebagaimana
dimaksucl dalam Pasal 109 ayat (1f huruf b direncanakan sebesar

Rp35a.62a.i02.019,00 {tiga iatus lima puiuh empat miliar enam

ratusduapuluhdelapa',i,,t,.tigaratustujuhribusembilan
belas rupiah) yang terdiri dari pelampauan penerlmaan

pend.apatan transfer antar Daerah'
(2)Pelampauanpenerimaanpend.apatan-transferantarDaerah

sebagaim*rru" di*aksud p"o" ayat (1) direncanakan seLresar

Rp354'624.s02.019,00(tigaratuslimapuluhempatmiliarerram
ratus dua puluh delapan juta tiga raius tujuh riSu sembilan

belas ruPiah).

Pasal 1 12

{1}Penghematanbelanjasebagaimanadirn*:"ddalamPasal109
huruf r "y"t 

(f i Air."""nakln sehesar Rp20.992.A94.130,00 (dua

puluh miiiar sernbilan ratus sembilan puluh dua juta sembiian

puluhempatribuseratustigapuiuhrup.iah)yangterd'iriatas:
a. penghematan belanja-belanja operasi; dan

U. penghematan belanja-belanja modal'
(2) penghematan belanjalbelanja operasi sebagaimana dimaksud\ / 

padl ayat {1} huruf * dit*.t""t akan sehesar Rp16.250'000'000'00

i*rr** beias miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)'

(3i penghematan 5elanja-belanja modit sebagaimana dimaksud pada
\-' 

ayat" (1) huruf b direncanakan sebesar F(p4j42'094'130'00
(**pu"i miliar tujuh ratus empat puluh clua juta sembilan puluh

empat ribu seratus tiga puluh rupiah)'

Pasal 113

{1,) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasai 1OB ayat {1} huruf b direncanakan sebesar

Rp1.500.000.000,0o(satumiiiarlirnaratusjutarupiah}yang
terd,iri dari penerimaan kembali pinjaman kepada masy,arakat'

(2) Penerimaan t embali pinjaman kepada mas)iarakat sebagaimana

dimaksudpadaayattl)direncanakansebesar
Rp1.5O0.000.0b0,00 {satu miliar lima ratus juta rupiah}.

t,
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Pasal 114

(1) Penerimaan kembali pinjaman kepada masyarakat sebagaimana, 
dimaksud dalam Pasai 113 ayat (1) direncanakan sebesar

Rp1.500.000'o00,00(satumiliarlimaratusjutarupiah)yang
tercliri dari penerimaan kernbali dana bergulir kepada

masyarakat.
(2)Penerimaankembratridanabergulirkepadamasyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar

npi.E00.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 1 15

(1) Pengeluaran pemtriayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107

huruf b direncan*k^n sebesar Rp90.038.955.088,00 {sembilan
puluh miliar tiga puluh delapan juta sembilan ratus iima puluh

iima ribu delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

a. penyertaan modal Daerah;
b.pembai,arancicilanpokokutangyangjatuhtempo;<1an
c. pemberian Pinjaman Daerah"

{2) penyertaan *Le*t Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat il)
huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 {lima belas

miliar ruPiah).
{3} Pembavara, cicilan pokok utang yang jatuh tempo sehagaimana
' 'dimaksud pada ayat {li huruf b direncanakan seLresar

Rp73.53B.q5S.OgS,O0 (tujuh puiuh tiga miliar lima ratus tiga

prt,rr, deiapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan

puluh delaPan ruPiah).
{a} }emberian pinjarnan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c diren-canakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar
lima ratus juta ruPiahi'

Pasal 116

{1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

115 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00
(lima 

"belas' miliar rupiah) yang terdiri {ari penyertaan modal

baerah pada badan usaha miiik Daerah TBUMD)

{2) Penyertaan mod"a} Daerah pada tradan usaha milik Daerah

(BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan

sebesar npis.000"o00.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 1 17

(1) Penyertaan mod.al Daerah pada bad.an usaha milik Daerah

tgUMn) sebagaimana dimalsud dalam Pasai 116 ayat (1)

direncanakan 
-sebesar Rp15.O00.000.000,00 (lima belas miliar

rupiah) yang terdiri dari penyettaan modal Daerah pada BUMD.

{2} Penyertaan 
*modal 

Daerah pada BUMD .sehragaimana 
dimaksud

pada ayat (1) hur-r-rf a direncanakan Rp15.000'000.000,00 (lima

Lrelas miliar ruPiah].
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Pasal 1 18

(1J Pemba-yaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 115 ayat {1) huruf b direncanakan sebesar

Rp73.538.955.088,00 (tujuh puluh tiga miliar lima ratus tiga

prrtrrft delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan

puluh delapan-rupiah) yang terdiri dari- pembayaran pinjaman

hari lembaga keuangan bukan bank {LKBB}'
{2) pembay*r* pinjaman dari lembaga keuangan bukan Lrank

{LKBBi sebaglimana dimaksud pada ayat (1 } direncanakan

sebesar npza.ssa.955.088,00 (tujuh puluh tiga miliar lima ratus
tiga puluh d"lu.p*n juta sembilan ratus lima puluh lima riLru

delapan puluh delaPan ruPiah).

Pasal 1 19

(1) pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bukan trank

(LKBBi senagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 18 ayat t i )

direncanaicari sebesar Rp73.538.955"088,0O (tujuh puluh tiga

miliar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima
puluh lima ribu delipan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari
pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bukan trank

(LKBB) -BUMN-jangka menengah'
(2) Fembayaran pl4"**n dar; lembaga keuangan bukan bank

(LKBBi-fUfrAN-3angka menengah sebagaimana dimaksud pada

ayat (i) direnci.n*k.r, sebesar Rp73.538.955.088,00 {tujuh puluh
tiga miiiar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima
prtrrft fima ribu delapan puiuh delapan rupiah]'

Pasal 120

{1} pemberian pinjamall Daerah sebagaimana dimaksud daiam Pasal

115 ayat 1i1 huruf c direncanakan seLresar Rp1.500-000.000'00
(satu miliar'lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari pemberian

pinjaman Daerah kepada masyarakat'
(2) iremberian pinjaman Daerah kepada rrasyarakat sebagaimana

d.imaksud 
' pada ayat (1) direncanakan sebesar

Rp1.500.000.0b0,00 isatu miliar lima rarus juta rupiah).

Pasal 121

(1) Pemberian pinjaman Daerah kepada mas;.arakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal L2O ayat tu direncanakan sebesar

Rp1.5O0.000.000,00 {satu miliar lima ratus juta rupiah} yang

terdiri dari pemberian pinjaman-d.ana bergulir kepada

masyarakat.
{2} Pemterian pinjaman-dana bergulir kepada masyarakat

sebagaimana'dimaksud pada ayat (1) direncanakan sel:esar

npt"60o.000.000,00 isatu miliar lima ratus juta rupiah).



(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Da91ah dengan anggaran

Belanja Daerah 
*rnengakibatkan terjadinya surplusl{defisit)

sebesar (Rpagi.0gg.35i.OSi,OOi {empat ratus sembilan puluh

satu miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh

satu ribu semtrilan t"t,* tiga puluh satu rupiah)'
(2}Pembiayaannettoyangmerupakanselisihpenerimaan

pembia5laanterhaclappengeluaranpembiayaandirencanakan
f"U**"i Rp4g 1 "089.35 t .ge t,00 (empat ratus sernbilan puluh satu

mi.liar delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu

ribu sembilan tatu* tiga puluh satu rupiah)'

BAB III
LAMPIRAN PENJABARAN APBD

Pasal 123
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Pasal 122

uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud clalam Pasal 2

tercantum dalam Lampiran yans merupakan bagian yang tidak

ierpisahkan dari Peratuian Bupati ini yang terdiri dari:

a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang

Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek'
Rincian Objek, dan Subrincian Objek
Pend.apatan, Belanja, dan Pembiayaan;

b. Lampiran Il Penjabaran APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program'

Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis'
Ob]ek, Rincian Objek, dan Subrincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan ;

c. Larnpiran Ilt Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan
Besaran Hibah;

d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerjma, dan
Besaran Bantuan Sosial;

e. Lampiran v Daftar Nama Penerima, Aiamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umurn
dan Bersifat Khusus;

f. Lampiran vl Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan

Besaran Bagi Hasil;
g. Lampiran VIi Rekapitulasi dan $inkronisasi Peraturan

Kepala Daerah Penjabaran APBD yang

nis4itcan Berdasarkan Sumber Dana;

h. Lampiran vlII Formulir Komitmen Pemerintah Daerah

Menganggarkan Barang dan Jasa serta

Belanja Modal i:erupa Produk Dalam Negeri

(PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri

(rKDN).

Pasai 124

peiaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan

Bupati ini dituargt "n 
letritr lanjut daiam DPA SKPD sesuai dengan

ketintuan peraturafl perundang-undangan'



-56-

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

Peraturan Bupati ini rnuiai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinS'a, memerintahkan pengi1ndanga11
pJraturan Bupati-ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten TaPin.

Ditetapkan di. Rantau
pada $eeemher 2SA5

/

iN
Diundangkan di Rantau
pada tanggal ?f *esemher 2O23

K{BUPATEN TAPIN,

DAERAH KABUPATSN TAPIN T.,{HUT\{ 2023,NO&40R 6tr"'
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